
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : c/58r/vI.O2 lIiII(l 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATT'RAN DAERAH
KABT'PATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN AIT(X}ARAI{ PEITDAPATAN DAN
BELANJA DAERAII TAHI'N ANGGARAI{ 2023 DAIY RANCANGAN PERATT'RAN

BUPATI MESUJI TENTAITG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELAITJA DATRAH TAHT'N ANGGARAN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum
ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji
kesesuaian dengan peratur€rn perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Ke{a
Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta
Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambah.an lrmbaran Negara Republik ]ndonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O04 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lnrtonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Ta.mbahan l,embara.n Nega.ra Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Unclang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapa-n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undalg
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
llnAqn<t (l ernho-an Narrara panrrhlilz Inrlnnacia Tahr rn ?oo?
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856i;

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia 'lbhun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
F)aerah ll ernharan Nesara Penrrhlilr Indnnesia Tahun 20I 7
Nomor 73, Tambahan Iembaran Negara Republik indonesia
Nomor 6O41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OIa tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubemur sebagai Wakil
Pemerintah t'usat (t embaran Negara Repuolik lndonesia'I'ahun
2018 Nomor 1O9, Tarn bahan L.embaral Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
penrrelnlaarr ]{erranoan Daerah ll cnl:,qrqn Neqara Penr rl-rlik

Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambatran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia 1'ahun 2023 Nomor 85, 'l'ambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodelikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan

Pembaogunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara F-epublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:urr 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1 781);



Menetapkan
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O27 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
f)aerah den Pqn:-anoqn Pcrqfrrrqn l{enrlq F)aerqh fanrqnrr

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O2l terrtang
Peraturan Pela-ksalaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

!3. Peraturan Menteri Da]a'n Negeri llornor 84 Tahun 20"" tentang
Pedoman Penyusunan Angg;aran Pendapatan dal Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Befia Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomot 9721.

rvlDrvl v I L/Dl\fut.

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG
PDERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAI{JA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERA'TURAN BUPI(I"I MESUJI 'I'ENTANG PFJNJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
tentang Perubahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum
datam lampiran Keputusan ini merupakan bagran yang tiriak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyerrlpurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan cian tseianja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati
Mesuji tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh)
hari sejak ciiterimanya Keputusan ini.
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam hal hasil eva.luasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak dirintiaidanjuti oieh Bupati cian DPRDKabupaten Mesuji,
dan Bupati Mesqii menetaplian Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talrun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan
Rancangan Peratural Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Perubahan Ang;aran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 menjadi Peraturan tlupati Mesuji, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perunda,ng- undan gan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 d,an Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Penjabaran Perubahan l^nggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan
disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, Rancangan Peratr.rran Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupari dimaksud dapat ditetapkan menjarii Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor
Register dari Gubernur.

Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Mesuji tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi
Peraturan DaerahKabupaten iviesuji teiitarrg Per-tibahair
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahart
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung pating lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
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KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 0{ gV\olcr lou

GTIBERITT'R LAUPI'NG,

ARIilAL DJUNNDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Reprublik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar l,ampung.
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LAMPIRAN
KEPTITI ISAN GI IBERNIJR I,AMPIIN(i
NoMoR : G/58r /VI.o2 /HK/ 2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPA'IAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG
PENJABARA,N PERI-TBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABP.RAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 d,an Pasal 112 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, untuk itu dalam proses pelaksanaannya
agar memedomani:

A. Tal.apan dan jadwal proses penyusunan Rancangan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Talapan dan Jadwal Proses Perryrsr:nan Perubahan APBD

PW.Oll 1208/LHR-RKPD /Ut /MSJ / 2023 25 JUI.I 2023I

,2

3

Reviu Perubahan
RKPD

Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Telah sesuai
(Sebelum penetapan
RKPD)

Keterangan
Uraian

Penetapan/ Persehrjuan / SuratINomor Tanggal

4

No.

I 2 3

Tidak sesuai
(paling lambat
minggu III bulan
T,,lil

2 AGUSTUS 202315 TAHUN 2023

Telah sesuai,
(sebelum
Penyampaian
Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS

Reviu Perubahan
KUA- Perubahan PPAS

w.ot / 1221 /tu Nts) 12v23 2a JULI 2023



No
Uraian

Surat Bupati perihal
Penyampaian
Rancangan
Perubahan KUA dan
Rancangan
Perubahan PPAS
Kepada DPRD

Kesepakatan antara
Kepala Daerah dan
DPRD atas
Rancangan
Perubahan KUA dan

Perubahan PPAS

Penetapan/ Persetujuan / Surat
Nonror

2

KtJ.oo.O2 / s2tg lv .O t / MSr / 2023 4 AGUSTUS 2023

u4-ao-az5El t-a !.1 { 23 AGUSIUS 2()23
KIJ.OO.O2- t912 t MOV DPRD lMS.t /2fl23

TM.OO.O2 | s9 / t.O1.1MSJ 12023

w .o1 I r32t / tt / Mgt I 2023 25 AGUSTUS 2023

KU.OO.02l563s/V.O1 / MS) / 2023 2a A(iusTUS 2023

20 SEPTEMBER

Keterangan

Telah sesuai-
(paling lambat
minggu II bulan
Agustus)

Tidak sesuai,
(paling lambat
minggu II bulan
Agustus)

Telah sesuai,
(sebelum
Penyampaiart
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada
DPRD paling lambat
Minggu III bulan
Agustus)

Telah Sesuai,
(Paling lambat
Minggu II bulan
September bagi
daerah yang
menerapkan 5 (lima)
hari kerja per
n:inggu

Telah Sesuai,

paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum
Tahun Angga.ran
berkenaan berakhir

4

5

6 Reviu Pen-rbal.al RKA
SKPD

Penyarnpaian
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD oleh Kepala
Daerah kepada DPRD

Menyampaikan
Rancangan Perda
tentang APBD dan
Rancangan Perkada
tentang Penjabaran
APBD kepada
Gubernur untuk
dievaluasi

KU.OO.O2 / 64 | 5 / v.O 1 / MS,t / 2023

7

8

I

43I

oleh Ketua TAPD
kepada Kepala
Daerah)

nv,vw,w2t rvzt t ttvvt ut,\vl (te
TM.00.02 /65/l ol /Mst /2023

Telah Sesuai

paling larnbat 30
September

22 SEPI'EMBER
'2tt2:.t

-7 -

KU.0O.O2 /9r3/MOU/pPRD /MSJ /2Q2!

Persetujuan bersama
DPRD dan Kepala
Daerah
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai
dengan ketentt-ran peratLtra.n pen-tndang-rrndangan, rrntrrk itrr
PemerintahKabupaten Mesuji agar berpedoman pada tahapan dan jadwal
proses penJrusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir
F.1.a.S).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahwn 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
'l ahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan Llmum terkait dengan Pendapatal, Belanja, dan Pembiayaan
dalam APBD

1. Kebijakan Pendapat€rn Daerah

a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkal pada
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber Pendapatan Daera} dan memiliki kepastian dal
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai
ketentuan Pasaf 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah.

b. Penganggaran ta-rget Pendapatan daerah meliputi semua penerima€rn
uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah
ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran
scsuai ketentuan Pasal 28 ayat (l) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1.
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor' 84 Tahwn 2022
tentang Pedoman Penprsunan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daeralr Tahun Angaran 2O23.

c. Perrganggaran pendapatan Bagian [,aba atas Perryertaarr ModraLi pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memperhatikan tingkat
rasionalitas bagran laba atas penyertaan modal dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan perolehan
manlaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka
waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
dan butir C.2.a.21lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Relania l)aerah Tahrrrr Anooqran 2O)a

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada
BUMD yang kinerjanya belum memadai (perfonnance based), lrarus
dilalrukan langfl<ah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagran aset
dan kekayaan perusahaan dirrraksud tetap merupakarr kekayaar
Pernerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan
perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan
Pemerintah Dae.rah.
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d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendulnrng pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui
inovasi kebi.iakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daera.h

a. Pemerintah Daerah men1nrslrr. program nembangrrnan iangka
menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang
berorientasi pada Rencana Pembanglrnan Daerah pemenuhan
kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan
dasar dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan
butir IJ.t Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 64'lahun
2022 tentang Pecioman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan
pelayanar dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelal'anan
ivlinimal (SPMi. Belanja ciaerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelavanan dasar sebagaimana dinra-ksud butir D.2 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kine{a pelayanar publik tiap-tiap urllsan
pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka
menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan a-ntar perangkat daerah atau berdasarkal alokasi
anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
l-rrrfir F) ? I.amnirarl Peraturan Menteri Da.lam Neoeri Nomnr 84 Tqhun
2022 tentar^g Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian
Prioritas Pembangunan Nasiona-l Tahun 2023 sesuai dengan
kewenangan masir g-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai
pelaksanaan urusar Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan
daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka
penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya
terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-

19 di berbagai aspek ketridupan, l"raik aspek peurerintal*ttr, keseLratan,
sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedom an Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Belanja Dacrah bcrpedoman pada standar harga satuaa rcgional,
analisis standar belalja, dan/atau standar teknis sesr.rai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggeran 2023.
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3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peml-riayaan Daerah nrerupakan setiap penerillaan yang perlu ciibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan butir E l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 telrtang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TET.ITANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAFUN ANGGARAN 2023 DENGAN
i\I- I r-1\ r U^r\ r-EK-tt -t U K-t\rI rDt<U 1\ LrAl\tr - tJ t\ l,rAr\ trAr\ lAl\\r LLlllH I rr\\-r\rr UAI\
KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar
RnROS 45fr 836 32q O0 bertambah sebesa!- Rn.?4 7?,2 51R R77 OO meniadi
sebesar Rp84O. 189.365.206,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam
Tabel 2 sebagai berikut:



Uririan

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer
Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan
Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan

- ll -

Tabel 2

Penclapatan Daerah

APBD Tahun Anggaran 2O23
R

Target Realisasi Semester I

Target Perubahan
APBD Tahun

Anggaran ii023
(Rp)

4=3:2 5

80s.456.836.329,OO 51().608.647.808,00 63,39yo 840.189.365.206,O0

34.943.298.323 ,OO

1:;.975.668.947,00 60,7 tvo 26.645.700. C00,O0

254.299.556,CO 2,820/o 7.471. r02.OO0,O0

il.970.388.500,00 9 | ,6Qo/o 2-970.38E.500,O0

1,;.742.941.s20 00 40.385.532.119 o0

47."i.653.334.485 c0 64,370/0 762.613.898.587 00

694.424.523.530 o0

4(r.166.256.53600 76,680/o 68.189.375.057 00

1 2.0 15.000 c0

101.744.000,00
12.O15.000 00

11 ,410/0

vo

Selisih Target
Perubahan

APIID Tahun
Anfflaran 2023

dan 'l'arget
APIID Tahun

Ar.gg?ran 2Q23
(Rp)

% dari Selisih
Target

I,erubahaa APED
'lahun Anggare,n
2023 dan Target

APBD Tahun
Anggaran 2023

fhl
7--5:2

4,3t%

16,729',o

I ,270/o

- 17 ,280/o

-8,400/o

o/o dari 'Carget
Perubahan APBD
Tahun Anggaran

2023 dan
Realisasi

Semester I APBD
Tahun Arrggaran

2O2:.3
o/o

8=5:3

60,7 7o/o

J2

45,33o/o

3,200/,

2,31o/o 61 ,850/o

67,700/o13,260/o

Q,980/o

0,000/o

PENDAPATA.N DAERAH

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan
Kekayaal Daerah yang

t ain-Lain Pe ndapatan
Asli Daerah an Sah

di

Daerah Y Sah
Lain-Lain Pendapatan

66.375.407 .302,OO

26.312.811.800,00

9.031.768.269,00

3.242.905.767 ,OO

27 .787 .921.466,O0

60.203.830.027,00

101.744.000 o0

Pendapatan Hibah

45,ttJo/o

59,950/o

3,4Qyo

100,()o%

38,9,fo/o

62,370/o

I | ,690/o

i 1,81%

o,ooo/"

6=5-2

34.732.528.877
77 .472.722.619,OO 11.097.315.317

(1.s6O.666.269)

332.888.200

56,65Yo

(272.s17.267]'

12.597.610.653

23.634.213.560

15.648.668.530

7.985.545,030

1.OO0.000
11,81%

102.744.OOQ oo

101.744.000 oo

1.O00.000
Perund -lJnd

0,00% 1.O00.000,o0 0,oo%

I

52,640/o

7 38 .979 .68s .027 ,OO

678.775.855.000,OO 2s.4a7.o77.s4s,OO I oe,zzu. 
l
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Berdasarkal tabel di atas kebijakan pendapatan daeralr, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp66.375.407.302,00 bertambah sebesar
Rp 1 1. O97. 3 I 5.3 I 7,OO menjadi sebesar Ptp7 7 .47 2.7 22. 6 I 9,OO atau 9,22o/"
dari total pendapatan daerah sebesar Rp840. 1 89.365.206,00 diuraikan
sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar

Rp26.3f2.811.8C0,00 bertambah sebesar Rp332.888.200,OO
menjadi sebesar Rp26.645.7OO.OOO,OO atau 3,l7ot'o dari toial
pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Hotel sebesar Rp40.O0O.00O,0O;
b) Pajak Restoran dan sejenisnya semula sebesar

Rp1.22O-OOO.OOO,OO bertambah sehesar Rp2o oOO OOO Oo
menjadi sebesar Rp1.240.OO0.O0O,0O;

c) Pajak Hiburan sebesar Rp17.110.875,00;
d) Pajak Reklame sebesar Rp265.O00.O0O,O0;
e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp6.648.589.125,OO

bertambah sebesar Rp 1.4OO.OOO.OOO.0O menjadi sebesar
Rp8.o48.589.125,00;

f) Pajak Parir:ir semula sebesar Rp9O.00O.OO0,O0 bertambah
sebesar Rp6O.0O0.OO0,00 menjadi sebesar Rp150.0O0.0OO,00;

g) Pajak Air Tanah semu.la sebesar Rp350.000.0O0,0O bertambah
sebesar Rp5O.000.000,00 meniadi sebesar Rp400.O00.O00, 00 ;

h) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp15O.OO0.0OO,O0;
i) Pajal< Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

sebesar Rp 1 5.685.OOC.0OO,00;
j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar

Rp65O.OOO.OOO,OO;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar
Rp9.031.768.269,OO berkurang sebesar Rp1.560.666.269,OO
menjadi sebesar Rp7 .471 .|O2.OOO,0O atau O,89yo dari total
pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp841.768.269,00
berkurang sebesar Rp60.666.269,00 menjadi sebesar
Rp781.102.000,00;

b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp7.102.OOO.O0O,OO
berk'.rrang sebesar Rp1.5OO.OOO.OOO,OO menjadi sebcsa,-
RpS.602.OO0.O00,0O;

c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp 1.088.00O.00O,O0;

Penetapan besaran ta-rget pendapatan pa,iak daerah dan retribusi
daerah diatas harus didasarkan pada. data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperhadkan perkiraan asumsi makro,
meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, perlumbuhan
ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan
pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 1O2

Undang-Undang Nomor 1 Tahurr 2422 tentarg Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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Dalam rangka mengoptimalkare pajak daerah, Pemerintah
Kabupaten Mesuji harus melakukal kegiatan pemungutan dan
pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknoiogi sesuai
ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri
Ddam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penl.usunan
APBD Tahun Anggalan 2023.
Cr^f^:- :.,. .^--^. 

-^:^1- 
l^ ^-^L I ^- -^..-iL..-: l^ --^l-otlia1ll llt.r, Pcrr(:rcrPiarr rd-t B,(: r lJdJdrl (rct(:l i1_lr u€ut rcrl rrrusr r]arcr drr

dalam APBD memperhatikan:
a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan

penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak
daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah f)aerah;

b. Kebijalan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungar, Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Insentif Iiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 tettang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nornor 24 Tahun 2O19 tentalg Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah;

d. Penganggaran retribusi Caerah yalg trersumber dari jenis
pelayanal kebersihan rrremperhatikan biaya penanganan
sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan
penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Da-lam
Negeri Nomor 7 Tahun 2O2l tentangTata Cara Perhitungar Tarif
l\cLr,IlJllsl (lauianlr r-crIyt:IEIIBEdr dd-rr icrr.ulBillrirlr J.ulrlJdrr.

Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub
kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pernilahal,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dal Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

e. Dalam rangka mengoptimalkan paja-k daerah, Pemerintah
Daerah harus melakukan ekstensilikasi dan intensifikasi atas
kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatrr rangkaial kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subje* pajak, penentuan besarnya pal ak vang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi,
dan

f. Kegiatan eiektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada
sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
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Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil
Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Paj ak
Kendaraan Bermotor paling sedikit iO% (sepuluh persen) harus
dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalal serta peningkatan moda dan sarana
tralsportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 "lahtn 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggrmaarr Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi
Hasil Pajal< Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai
pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh
aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan
masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersurnber dari pajak rokok tersebut diutamakan
digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk
penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan
Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintatr Daerah dalam
kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage,
selain itu dapatjuga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran
PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran
bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi
iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminal Kesehatan (PBI JK) sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2O2O dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 40'l'ahun 2016 tentang PetunJuk 'l'eknis

Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tahun 2Ol7 dan butir G.6 Lampiran
Peratsran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 teilang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkal

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
,.^-- n;-:^^r-l-^- -^-,,l- --L^^^- D-1 a^a nl\< '7A'7 n r\ !,^-t.,.-^-,yaII8, LrlptsaflI(:tIl sefituta suucsar K.Pi.z+2.')uJ. t a I ,uu ucrii'urang
sebesar Rp27 2. 5 17 .267, OO menjadi sebesar Rp2. 9 7O. 388. 5OO, OO atau
0,35% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp840.189.365.206,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji harus memperhatikan nilai kekayaan
daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekoncmi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka wal<tu tertentu, antara lain:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu b:rupa
deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang
mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
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b) Peningkatan berupa jasa dan l;euntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu:

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat largsung dari investasi yang bersarrgkutan;

d) peningkatan penyerapan tenaga ke{a sejumla}r tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan/atau

e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari
investasi Pemerintah Daera-h;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2OL2 tentangPedoman Pengelolaan Investasi Daerah,
sesuai ketentuan butir C.2.a.2l.bl Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penl'usunal APBD
Tahun Anggaran2O23.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sa'npai dengan Tahun
Anggaran 2022 yatg kinerjanya belum memadat (perfonna nce based),
harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
seiur-uh/ sebagiarr aset darr kekayaarr perusahaan dimaksur3 tetap
merupakan kekayaa-n Pemerintah Kabupaten Mesuji yalrg tercatat
dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah
satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji
C-l^;- :;,, D---;-+-l- L^l-,,-^+-- lr--,,;: i,,-^ L^'.,- l-t-.:I.rr4vuPdruir riruouJr J qria

mengefelrtifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke
arah penilgkatal kinerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai dengan tujuan penyertaan modal
dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-l,ain Pendapatan Asli Daerah
yang Sa-Ir semula sebesar P-p27.787.92L.465,OO bertambah sebes:rr
Rp12.597.61O.653,00 menjadi sebesar Rp4O,385.532.119,OO atau
4,8lo/o dari total pendapatan daerah sebesar Rp84O.189.365.206,00.

Target LainJain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam
objek pendapatan sebagai berikut:

1) Hasil Penjualan BMD yang tidal< dipisahkan bertambah sebesar
Rp65O.OOO.0OO,O0 atau O,08% dari total pendapatan daerah dapat
dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat ( ) dan Pasal 31 ayat
(4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah darl buttr C.'2.a.31.a).lL,t l-amprran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terltarrg
Pedoman Penyusunar APBD Tahun Aaggaran 2023.
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2) Jasa Giro semula sebesar Rp3.62O.556.OOO,OO berkurang sebesar
Rp2.16O.278.000,00 menjadi sebesar Rp1.460.278.000,00 atau
O,i7c/o dari total pendapatan daerah dapat ciianggarkan sesuai
ke fentuan Pasal24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penl'usunan APBD
Tahun Ar:ggaran 2023.

3) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
semula sebesar Rp 1-7OO.OOO.OOO,OO bertambah sebesar
Rp5.025.000.000,00 meniadi sebesar Rp 6.725.000.000,O0 atau
0,80% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentuan PasaT 24 ayat (4) dan Pasal 3 1 ayat (4) huruf g Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangal
Daerah dan butir C.2.a.3l.al.(71 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terrtar:;g Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

4) Pendapatan Denda atas Keterlnmbatan Pelaksanaar Pekerjaan
semula sebesar Rp4.000.000,O0 berkurang sebesar
Rp2.000.000.00 menjadi sebesar Rp2.000.000.00 atau O.OOO2o/o

dari totrrl pendapatan daerah dapat dianggarkal sesuai ketentuan
Pasal 2.t rvat (4) dan Pasal 31 ayat (4) hurufj Peraturan Pemerintah
Nomor ' Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
butir L '.a.3).a).(1o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

, .r\^L--_ n-l^_-_ A riDn .rr-L,..-.\urrrur t ct.lLlllt zvzz LErlld-rrE, rcltul.llctt l r(.1ryllSutlillr flr D!,, r culllrl
Anggarlr' 2023.

5) Pendap, rrn Denda Pajat Daerah sebesar Rpf .OOO.OOO,OO atau
O,0OO1" rlari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
keten,,, 'r Pasal 24 ayat (a) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan
Pemcr ,rh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daeralr lln butir C.2.a.3).a).(f 1) Lampirar Peraturan Menteri
Dalarn i. ricri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyrsunan
APBD'l,lrun Anggaran 2023.

6) Fcnda 1 
, , r n dari Pengembalian semuia sebesar RpOO,OO bertarnbah

scbesirt rrpl.O0O.0O0,00 menjadi sebesar Rpl.000.000,00 atau
0,OO0 I rlari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai
ketentu . Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (41 huruf n Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) l^ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Ncmor 84 Tahun 2O22 ten:te:.lg Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2023.

7) Pendapatan BLUD semula sebesar Rp21.553.623.466,00
bertambah sebesar Rp9.083.888.653,00 menjadi sebesar
Rp3O.637.512. I 19,OO atau 3,657" dari total pendapatan daerah
dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 3 I
ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
ientang Pengeloiaan Keuangan Daerah <ian butir C.2.a.3).ai.(i 5i
Larnpiran Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarat 2023.
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2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah ]/ang bersumber dari Pendapatan
Transfer semula sebesar Rp738.979.685.O27,OO bertarnbah sebesar
Rp23.634.213.560,00 menjadi sebesar Rp762.613.898.587,OO atau
90,7 7 o/o dari total pendapatan daerah sebesar Rp84O. I 89.365. 206,00.

Selanjutnya, target Pendapatan 'I'ransfer, yang diuraikal pada jenis
Pendapatan Transfer Pemerintah F\rsat sernula sebesar
Rp678.775.855.000,00 bertambah sebesa.r Rp15.648.668.530,00 menjadi
sebesar Rp694 .424 .523. 53O, OO atau 82 ,650/o dari total pendapatan daerah
yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula
sebesar Rp590.48O.273.000,00 bertarnbah sebesar Rp15.648.668.530,00
menjadi sebesar Rp606.128.941.530,00 atau 72,14V" dari total
pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincial objek pendapatan:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar
E -.t, al 1 0 1E7/) rtar^ nn L^-+^-l-^L ^^L^^^- D- t tr 4., a aaa q1r\ iir\pz.\J. 7 ro. r , z.\-rvrJrvv .JLr ranlluafrr l\P r u.(,'ru.(,(,(,

menjadi sebesar Rp39.566.84O.53O,OO belum sesuai dengan alokasi
arlggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tenlang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
lxrggaran20231'

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp418.941.9O6.OOO,OO telah sesuai dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 13O Tahun 2022 tentarrg
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2023;

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp46.949.158.OOO,O0 telah
sesuai dengan alokasi Ernggar€rn yang tercantum dalam Peraturan
Presiden Nornor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Penciapatan dan Beianja Negara Tahun Alrggaran 2O23;

d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar
Rp 100.671.037.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentar:g
Rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara Tahun Anggaran
2023.;

e. Dana desa sebesar Rp88.295.582-OOO,OO telah sesuai dengan alokasi
zrnggaran yang tercantum dalam Pera;rrran Presiden Nomor 13O Tahun
oAn2 tenlanq Finr.ian Anaoaran PenAtnttorl ,i p n Rela'ria Nerrprc T.1f Unrrur!w.*rjqrrvlj4ur!!

Anggaran2023.

Terdapat t'eberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor I3O Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O23, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.al.a).(2),
butir C.2.b.4).a).(3), budr C.2.b.4).a).(+), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir
C.2.b.a).a).(8) l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun A.nggaran 2023.
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Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus menggunakal
pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai
ciengan ketentuan peraturan perundang-undangal sesuai ketentuan
butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal peng€rnggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tida-k
^^-..^: l---^- -^+..-:..1- +^l-:^ +^l^.-- l^^-l-^-^^- r't^-^-:-.^l^ n.^-^l^-cntlcu (lEllBaanr lrcturrjutl tcrallls t€LllLllt t€lltctlacut, r ctltcrutLdur uaELd)r

melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturarr Bupati tentang
Penjabaral APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian pengangga-ran da.na
Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutalhiran Klasifikasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencalaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagimana telah diu bah dengal
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.15.5- 1317 Tahun 2023.

B. Kebija}an Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar RpaT 1.79O.47 8.286,00
bertarnbah sebesar Rp17.7 L6.2a3.903,OO menjadi sebesar
Rp889.507.162.L89,OO, dirinci sebagairnana tercantum dalam Tabel 3
sebagai berikut:



Tabel. 3

Ilelanja Daerah

tJraian

1

APBD Tahun Anggaran 2023
(Rp) Target Perubharl

APBD Tahun
Anggrfan 2023

(Rp)
Trlrget Realisasi Semester I

%
2 3 6-s-2

87 | .794 .47 a .246 ,OO 452.696.554.408,00 t7 .7 t6 .243 .943 ,OO 2,O3%

606.695.120.183,00 3t5.602.649.477 ,OO 130.4 t 2.892.098,00 21,500/o

186.472.541.148,OO -o,96c/o

266.506.283.506,00 123.566.581.647 00 50,54%
- 100 OOo/o

4 l60/o
0 OOo/o

- 100 OOo/o

o,oo%

10.633. 135. 1 13,00 - 100,o0%

4 .7 89 .684 .653,OO
- 100,o0%

2a .o7 4 .'.264 .27 5 ,OO
- 100,ooo/o

542.445.4t2,OO 18,44% - 100,00%

o ooo/o

15.O72.494 00 0 94. 319 25o/o

I .600.000.000,00 15.072.894,O0 o,940/, 6.701 .944.sO8 00 s.107.944.508 00 319 25o/o

45.288.983.206 00 93.O39.301.784 00 64 O4o/o 145.69 r .205.400 00 402.222.194 00 o 28Yo
3.534.458.006 00

Selisih Target
Perubahan APBD
Tahun Anggaran
2023 dan Trrrget

APBD Tahun
Anggaran 2023

(Rp)

% dari Selisih
::arget

Pelrrbahan
APBD Tahun

Anggaran 2023
dan Target

APBD Tahun
Anggtran 2022

9/o dari Target
I\PBD Tahun

Anggaran 2023
dan Realisasi

Semester I
APBD Tahun

Arggaran 2O23
(Yo)

8=5:3

BELANJA D.{ERAH

Be a Tidak Terduga
Be a Tidak Terduga
Be a Trarrsfer
Be aB Hasil

50,89%

42,8'20/o

61,480/o

30,80%

0,o0%

o,Qoo/o

0,00%

0,o0%

0 OOVI

ooo/o 3.41 r .680.200 00 t'22.777.t106 00o -3 47o/o

4=?':2

51,93%

52,O20/o

5

37. 108,012.281,00

89.507.162.189,00

12.928.253.406,7 8l

Belanja Opera.si

dan JasaBelan
303.304 .106.868,22
401.19r.471.330,78 134.6A5.r87 .824,78

10.000.000,00 30.426.500,00

eO,89Vo

46,370/o
304 2

-, 13,05%
72,290/o
37 ,26yo

o,000/o

7o/o

o QOo/o

o ooo/o

13 620/0

72 29o/o

0,o0%

51,31%

17,gtvo

41 ,4 tyo

a Bantuan Sosial

Belanja Modal Peralatan dun
Mesin
Belanja Modal Gedung dan

Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya

a Modal Aset Lainn

Be

Be

Ban

32 .086 .47 6 .402
1.86C.000.000

18.20(..774 897

20.722.236.745,OO

26.7 42.703.t L2,OO

67.800.545.800,O0

2.94 t .248.200 ,OO

00
00
00

1.860.000.oo0
.434.O42 00

00
30.752

(10.000.o00,o0)
(1.334.042.320,00)

_l I L 4.206.7 7 4.897,OO].

_ 12o.7 22.236.'t 85,OOl

(26.7 42.7O3. L 12,OOl

(67.800.54b.t]00,00)

(2.941 .288.?OO,OOl

1.600.000.000,00 6.707 .944.508,00 5. 107.944.508,OO
o 22o/"

63 860/o

o OOo/o

65,390/oBelanja Bantuan Keuangan 141 .754 .525.200,OO 93.039.301.784,O0 65,630/o 42.279' .525.200,OO 525.O00.000,00 o,370/o

0 22o/"

Belanja Pegawai 306 .232 .360 .27 s ,OO

4.188.500.582,00
1 .344.600.000,00

44.O39.529.853,00

Belg4iq \Esidi _
Belania Hibah

Belanja Modal _
Belanja Modal Tanah

0,00ouo
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Tabel. 4

Urusan Pemerintah Daerah

BOLANJA

URUSAN PEMERINTAHAN

BELANJA OPE'tASI

406.836.005.080.00

23! .943.457.7 69 ,OO

4.419.415.867,00

49.608.738.939,00

BELANJA MODAL BELANJA TIDAK
TERDUOA

BELANJA TRAI\SFER

(RP)(RP) (RP)

52

I,05

o,31

RASIO TERHADAP
TOTAL BELANJA

DAERAH
fkl

(RP)

I 3
URUSAN PEME]RINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEND)DIKAN

511,36

7 54,36

29,36

2.',36 14,86

14,86 10,87

lr),87

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KFTENTERAMAN
DAN KETERTIIIAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAIST

I 18.642.763.814,00

3l .723.483.661,00

5,313.30 t.273,00

2.608. 151.347,00 l,o5

URUSAN PEME.RINTAHAN
BIDANC KESEIIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKEIIJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANC PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMI-IKIMAN

0,50URUSAN PEME]RINTAHAN
BIDANG SOSIAL

URUSAN PEME RINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DI]NGAN
PELAYANAN DASAR

r),31

r),50 6,20

o,4URUSAN PEM[,RINTAHAN
BIDANG TENA(]A KER.IA 3.407.O 18.284,00

|i,20
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BELANJA
RASIO TERHADAP
TOTAL BELANJA

DAERAH
URUSAN PEM ERINTAHAN

BELANJA OPDI?ASI

2.608.151 .347,00

2.074.83J.552,00

4.510.097.330,00

3.380.47 2.892,O0

2.581 .77 4.320,OO

4.140.645.523,00

BELANJA MODAL

(RP)

3

BELA]'[JA TIDAK
TERDUGA

BELANJA TRANSFER

(RP)(RP) (RP)

52

0,4

r),31

0,31

0,23

0,05

0,61

o,44

0,53

0,38

o,2e)

0,54

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANO PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN tAN
PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMEIRINTAHAN
BIDANG PANGAN

URUSAN PEME;RINTAHAN
BIDANG PERT4NAHAN 432.8s3.850,00
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGXUNGAN
HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUK{N DAN
PENCATATAN SIPIL

4 . t4A .842.524 ,OO

3 .723. t20.2 | 5 ,OO

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBORDAYAAN
MASYARAKAT ])AN DESA

5.782.309.355,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENG}'NDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTATiAN
BIDANG PERI]UBUNGAN

s.870.719.756,00

3.3 r 5.631.974,OO

r),61

t),44 o,74

t),74 0,73

o,42

(),53

l),38

1r,23

r),05

r),73

o,42
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
URUSAN PEME,RINTAHAN
BIDANG KOPEITASI, USAHA
KECIL, DAN MIINENGAH
URUSAN PEMEIRINTAHAN
BIDANG PENAI'IAMAN
MODAL
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

t),29

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG STATISTIK

r),5432.630.000,oo 0,00

I

I
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B ELANJA

BELANJA OPEITASI

647.623.200,00

19.993.0O0,00

124.43 +.050,0O

73.958.591.481,00

31.453.471 .090,O0

42.505, 120.391,OO

EELANJA MODAL
BELANJA TIDAK

TERDUGA

(RP)

BELANJA TRANSFER

(RP)(RP)

3

0,00

0

r),1 1

r),40

t),o2

:1,33

t),42

URUSAN PEME;RtNTAHAN
BIDANC ANAN

0,63

r ,18

0

D,09

URUSAN PEMERiNTAHAN
BIDANG ENEROI DAN 0
SUMBER MINERAL

0,0

r),ol

r1,50 3,69

4,81j,69

URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PDMERINTAHAN
BIDANG PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANO KDBUDAYAAN

1

814.57+.000,00

(RP)

2

URUSAN PEME;RINTAHAl\*
BIDANG PERPI,ISTAKAAN

URUSAN PEME.RINTAHAx.

URUSAN PEMERINTAHAN
PILIHAI'I

URUSAN PDMERINTAHAN
BIDANC KELAI.'TAN DAN
PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PARI\A'ISATA

BIDANG

2.62t.531.4t7 ,OO

163.080.600,00

16.699.575.985,00

3.715.705.959,O0

10.036.285.526,00

2.155.523.250 00
URUSAN PEMERINTAHAIi

URUSAN PEMERIN'TAHAN
BIDANG PERDAGANGAN

BIDANG PERT

URUSAN PEMERIN?AHAN
BIDANG PER1NDUSTRIAN

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG TRANSMIGRASI
UNSUR PENDL KUNG
URUSAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRT)

UNSUR PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN

2,33

o,42

0,63

5

0

0

0

l,l8

0,I 1

0,02

0,40

0,09

8,50

0,0

0,01

RASIO TERHADAP
TOTAL BELANJA

DAERAH
t%l

27 .899.770.118,OO 4,81 6 707.944.508,O0 145.691.205.400,00 20,30
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URUSAN PEMARINTAHAN

BELANJA OPEIIASI

(RP)

EOLANJ A MODAL BELA]JJA TIDAK
TERDT,IGA

(RP)

BE]-AN.IA TRANSFER

(RP)

0,0

o,59

(RP)

RASIO TERHADAP
TO'TAL BELANJA

DAERAH
_ t%\ __

I

KEUANGAN

PERENCANAAI]

13.993.715.659,00

6.235.83 +.845,00

KDPEGAWA]A]\ 5.665.952.614,O0

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN

131.465,000,00

PENELITIAN DT\N
PENGEIIBANCAN

1.472.80 2.000,o0

5

145.691 .205 400 00

0,70

o,2t

18 73

o,64

0,015

PANGELOLAAI
PENGHUBUNG

UNSUR PENCAWASAN
URUSAN PEMEiRINTAHAN 5.267 .6t5.448,OO

3

6 707 .544.5fl4 00() 70

0,0

20,30

lt),73

\),64

0,0i5

t),21

]NSPEKTORAT DAERAH

KESATUAN BAI\GSA DAN
FOLTTIK

5.267 .6t5.444,OO

UNSUR KEWIL1YAHAN

KECAMATAN

0,59

0,01

o,01

2,36

2,36

0.59

0,01

1),59

:1,36

2,36

20.772.457.021,OO

20 .77 2.457 .O2 t ,OO

11.997 .631.222,OO

613.O40.388.294.00

1 1 .997 .63 4.222.OO

UNSUR PEMLFIINTAHAN
UMUM

TOTAL o,0l 6 707.944.50a,OO 145.691.205.400,00 100,00

BI'LANJA



Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
diuraikar sebagai berikut:

a. IJru san Pe nreri:rtahan Wajib Yang Berkaita-n Denga-n Pela1.ana:r Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar semula sebesar Rp491.7a9.97 5.739,00 bertambah
sebesar Rp27.309. 1 85.409,00 menjadi sebesar Rp5 19.099. 1 6 1. 148,00
atau 3,O7Yo dari total belanja daerah sebesa-r Rp889.507.162,189,00
terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikari semula sebesar
Rp242. 166.966.686,00 bertambah sebesar Rp19.O29.447 .233,OO
menjadi sebesar Rp261.196.413.919,00 atau 2, L4o/o dari total
beianj a daerah sebesaLr RpAa9 . 5A7 . i 62. i 89,O O ;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar
Rp 108.549.284.564,OO bertambah sebesar Rp23.648.6 1 1. 583,00
menjadi sebesar Rp 132.197.896.147,OO atau 2,66oh dari total
I^^t^-:^ l^^-^l- ^^l^^^^- D-oort En1 r a.l i oa! /tl.\.rr(- rcurJd ll.tcld,rl sc l',ESctr r\Poo7.\rv, - t vz- L<>),vw,

3) Urusan Pemer,nta-han Bidang Pekerjaarr Umum dan Penataan
Ruang semula sebesar Rp 108.646.314.587,00 berkurang sebesar
Rp1 1.989.600.103,00 menjadi sebesa.r Rp96.656.714.484,00 atau
I ?(o/^ r{ar; fntal tsralania Aocrah cp}'aeor pneeo (47 l6l I QO nn.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman semula sebesar Rp9.981.256.742,00 berkurang
sebesar Rp677 .835.207,O0 menjadi sebesar Rp9.3C3.42 1. 535,00
atau O,Oayo dari total belanja daerah sebesar
Rp889.507. 162. L89,OO;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar
Rp17.471.230.507,00 berkurang sebesar Rp2.171.011.311,00
menjadi sebesar Rpi5.3OO.2 i9.'r96,O$ atau O,24cto <iari totai
belanja daerah sebesar Rp889. 507. 1 6 2. l89,OO ;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar
Rp4.97 4.922.6 53, 00 berkurang sebesar Rp53O. 42 6. 786, OO menj adi
scu€sdl r\P'?.'r_r'".'? 7J.o(-r, ,\J\J .al.at) rJ r.J\) /t) udr r L(rrirt rrl:adrld uaLlanl

sebesar Rp889. 507. 1 62.189,OO;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayalal
Dasar

Aiokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Ti<iak Berkaitan
Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp58.436.844.480,00
berkurang sebesar Rp3.269.251.O91,O0 menjadi sebesar
Rp55.167.593.389,00 atau O,37o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp889,.5O7. 1 6 2 - 1 a9 OO terelii riat',:



.)<

l) Urusan Pemerintaharr Bidang Tenaga Kerja semula sebesar
Rp3. 927. 880.4O3,00 herkurang setresar Rp36a.062. I 1 q,0O menja cJ i
sebesar Rp3.563.818.2a4,OO ata:u O,O4o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.5O7. I 62. 189,OO;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dal
Perlindungan Anal< semula sebesar Rp2.9 6 3.27 6.9 6 8, OO berkurang
sebesar Rp227 .155.621,0O menjadi sebesar Rp2.7 36.12 1.347,OO

atau O,O3o/o da-ri total belanja daerah sebesa-r

Rp889.5O7. 1 62.L89,OO;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar
Rp2. 83 5. 905. 28 1,00 berkurang sebesar Rp7 6 L .O2 4 .7 29, 00 menj adi
sebesar Rp2.07a.880.552,0O atau 0,O9%o dari total belalja daerah
sebesar Rp889.507. I 62.189,OO;

4) Urusal Pemerintahan Bidang Pertanahan semula sebesar
Rp455.577.9OO,OO berlo:rang sebesar Rp22.724.O5O,O0 menjadi
sebesar Rp432.853.850,00 atau 0,OO3% dari total belanja daerah
sebesar Rp889. 507. 1 62. la9,OO;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar
RpS.OO3.4 i8.833,OO bertambah sebesar Rp43O.8O4.t'9 l,0O menjacii
sebesa.r Rp5.434.223.524,OO atau O,O5% dari total belanja daerah
sebesar Rp889. 507. 1 62. 189,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil semuia sebesar Rp4.736.953.33 i,OO bcrkurang
sebesar Rp820.028.116,O0 menjadi sebesar Rp3.916.925.215,00
atau O,O9o/" dari total belanja daerah sebesar
Rp889.5O7. l 62.la9,OO;

-71 i r-,^^- D^-^-:-]^L^- D:l^-- rr^-t-^-l^,,^^- tr^^-.^-^t,^+ l^- n^^^,, !/r r-rs\rrr r \.ur\,r urr<lllanr rrrudrrrB r Lrr-r^-a r-rajaanr rrraajdrdr dr rraa r rrLsa

semula sebesar Rp7.445.995.766,OO berkurang sebesar
Rp883.481.611,00 menjadi sebesar Rp6.562.514.155,00 atau
O,10% dari total belanja daerah sebesar Rp889.5O7.162.189,OO;

Ql Tlnrsan tremerintahan Fli.l.nd Penoanrlaliqn Penrlrrrlrtlz rlan

Keluarga Berencana semula sebesar Rp6.228.533.923,OO
bertambah sebesar Rp301.3C9,833,00 menjadi sebesar
Rp6.529.843.756,0O atau O,O37o dari total belanja daerah sebesar
Rp889.5O7. 1 62.la9,OO;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar
Rp3.720. I 19. 4O4,OO bertambah sebesar Rp 14.936.470,O0 menjadi
sebesar Rp3.735.O55.a74,OO atau O,OO2o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 1 62. 189,00;

lO) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula
sebesar RpS. 5O5.343.O35,OO berkurang sebesar Rp823.995. 205, OO

menjadi sebesar Rp4.681.347.830,00 atau 0,097o dari total belanja
daerah sebesar Rp889.5O7. f 62. I 89,OO;
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11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
semrtla sebesar Rp3.78.5, 1 77 .7Rq,OO herkr-trnng sehesar
Rp4O4,3O4.897,OO menjadi sebesa-r Rp3.38O.872.892,OO atau
0,05% dari total belanja daerah sebesar Rp889.507.162.189,00;

12) I-Irusan Pemerintahan Bidang Penanaman Moda-l semula sebesar
Rp2.7 3 l. 17 1.936,OO berkurang sebesar Rp 149. 397. 6 1 6,OO menjadi
sebesar Rp2.5a1.774.32O,OO atau O,O2o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 1 62. 189,00;

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula
sebesar Rp4. 5O3.O34. 2OO,OA bertambah se besar Rp273. 1 6 1 . 323, 00
rnenjadi sebesar Rp4.776.I95.523,OO atau 0,O37o dari total belanja
daerah sebesar Rp889.5O7. 162. ta9,OO;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar- Rp35.000.000,00;

l5) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian tidak dianggarkan;

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaal semula sebesar
Rp73 i.672.00O,00 bertambah sebesar Rp27 2.3 L 6.250, 0O menjadi
sebesar RpJ..003.988.250,00 atau O,03%o dari total belanja daerah
sebesar Rp889. 507. 1 62.La9,OO;

17) Urusarr Pemerintahan Bioang Perpustakaal semula sebesar
Rp3. 52 5. 1 3 1.2 i 1,00 bertambah sebesar Rp33.966.206,00 menjadi
sebesar Rp3.559.O97.417,OO atau 0,004olo dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 162. Ia9,AO;

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan semula sebesar
Rp3O2. 652.5OO,0O berkurang set'esar Rp 1 39. 57 I .9OO,OO menjadi
sebesar Rp163.080.600,O0 atau O,O2o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 162. 189,O0.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar
Rp 19. 107.048 .3O2,OO bertambah sebesar Rp 1.63 1.875.052,00 menjadi
sebesar Rp2O.738.923.354,OO atau O,187o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.5o7. iti'2. Lag,oo terciiri ciari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar
RpS. 862.848.656,00 berkurang sebesar Rp2. L23.7 43.2 1 5,00 menjadi
sebesar Rp3.739.1O5.441,OO atalu O,24o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889. 5O7. i 62. 789,O4 ;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar
Rp l .87 1. 666.600,00 bertambah sebesar Rp3. 705.00 1 . 437,OO menjadi
sebesar Rp5.576.668.037,0O atau O,42o/o dari total belanja daerah
^^l^^^^- E -ooal En- r 4.i 1oal nn -I\PUU 2. U\J 

'

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertalian semula sebesar
Rp I 0.426. 568.396,00 bertambah sebesar Rp30.458. 1 30,00 menjadi
sebesar Rp1O,457.O26.526,00 atau 0,OO3%o dari total belanja daerah
cahasar FnRRA (O7 l6C lRO l.in.

C
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4) Urusan Pemerirrtahan Bidang Perdagangan semula sebesar
Rp671 .532.600,OO hertambah sebesar Rpl5O. l58.7OO,OO rneniadi
sebesar Rp821.691.3OO,OO atau O,O2o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 1 62. 189,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar
Rp149.998.OOO,OO berkurang sebesar Rpl30.00O.0OO,OO menjadi
sebesar Rp19.998.000,0O atau O,01% dari total belanja daerah
sebesar Rp889.5O7. f 62.I89,OO;

6) rJrusan Pemerintahan Bidang Transmigtasi dianggarkan sebesar

Rp124.434.050,00 atau O,O1o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.5O7. 162. 189,00.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula
sebesar Rp74.997.318 850,00 bertambah sebesar Rp569.441.231,OO
menjadi sebesar Rp75.566.76O.O81,OO atau O,067o dari total belanja
daerah sebesar Rp889.507. 1 62. 1 89,00 terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp34.61 1.839.236 berkurang
sebesar Rp1.803.602.146,00 menjadi sebesar Rp32.808.237.090,00
atau O,2Ook dari total belanja daerah sebesar Rp889.507.1b2.189,OO;

2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp40.385.479.614,OO bertambah
sebesar Rp2.37 3.O43.377,OO menjadi sebesar Rfr2.7 58.522.99 1,00
atau O,27o/o dari tota-l belanja daerah sebesar Rp889. 507. I 6 2. 189,OO.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar
Rp181.172.611.696,00 berkurang seksar Rp610.583.670,O0 menjadi
sebesar Rp180.562.028.026,00 atau O,O7o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.5O7. I 62. 189,OO terdiri dari:

1) Perencanaan semula sebesar Rp7.951.284.170,00 berkurang sebesar
Rp 1 . 688. 85 I . 32 5, O0 menjadi sebesar Rp6.262. 4 32.845, O0 atau O, 19"/o

dari total belanja daerah sebesar Rp889.507.f 62.189,OO;

2) Keuangan semula sebesar Rp164.O29.478.590,OO bertambah sebesar
Rp2.599.896.977,OO menjadi sebesar Rp166.629.375.567,0O atau
O,29o/o dari total belanja daerah sebesar Rp889.5O7.162.189,00;

3) Kepegawaian semula sebesar Rp7.601.235.936,00 berkurang sebesar
Rp 1 . 93 5. 2 83. 322,OO menjadi sebesar RpS. 6 6 5.9 52. 6 | 4,OO atau O,22o/"

dari total belanja daerah sebesar Rp889.507.162.Ia9,OO;

4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp208.831.000,00
berkurang sebesar Rp77.366,0O0,OO menjadi sebesar
Rp131.465.OOO,CO atau O,Olo/o dari total belanja daera,h sebesar
Rp889.5O7. 1 62. La9,OO;

5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp 1.381.782.000,00
bertambatr sebesar Rp49 1.O2O.OO0,OO menjadi sebesar
Rp1.872.802.OO0,00 atau O,O6%o dari total belanja daerah sebesar
Rp889.507. 162. 189,00:
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f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Aiokasi anggaran Unsur Fengawasaur Ur-usal Femerintaheut scnruia
sebesar Rpa.763.626.26a,OO berkurang sebesar Rp3-496.O1O.820,00
menjadi sebesar Rp5.267.615.44a,OO atau O,397o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 162. 189,O0 terdiri dari Inspektorat Daerah semula
sebesar Rp8.'763.626.268,00 berkurang sebesar Rp3.496.O10.820,00
menjadi sebesar Rp5.267.615.448,00 atau O,39olo dari total belanja daerah
sebesar Rp889.5O7. 162. I 89,OO.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi angaran Uns,-rr Kewilayahan senula sebesar
Rp14.475.96 1.O93,OO berkurang sebesar Rp2.374.994.87 1,OO menjadi
sebesar Rp12.10O.966 .222,OO atau O,27o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507.162.189,00 terdiri dari 7 (tujuh) Kecamat.an semula
sebesar Rp14.475.96 1.093,00 berkurang sebesar Rp2.37 4.994 "87 1,0O

menjadi se-besar Rpf 2. -tOO.966 .222,OO atau O,'2'/'/a dan tctal belanla
daerah sebesar Rp889.5O7. 162. l89,OO.

h. Llnsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar
Rp23.O47 .49 1.858,00 berkurang sebesar P.p2.O43.37 7 .337,00 menjadi
sebesar Rp21.OO4.114.52f ,OO atanu C,23o/" dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507.162.189,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik
semula sebesar Rp23.O47.491.858,00 berkurang sebesar
l)-t1 ,1Aa a1,7 aar'| nr\ 

-^-:^l: --l-^^^- D-a I rl/\, 1 14 a/'t1 t'\/\ -t^,. l\ aaolt\Pz.-t 'f\).a_r, ,.tJJr r\rV rllcrrjcrur sc t.}Esd_l r\PZ -(.v\rt..L l"t.JZrrr-rv atdLr \rrz\, /(,

dari total belanja daeral sebesar Rp889.5O7.162.1a9,OO.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
mengalokasikan belanj a daerah :

a. Unruk mendanai penyeienggaraan urusan pemerintahan yang menjacii
kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagairnana telah diuba-h beberapa
kali terakhir dcngan Undang-undang nomor 6 tahun 2O23.

b. Disesuaikan dengal susunan rrrganisasi yang di*.etapkan ber<iasarkan
ketentuan peratura-n perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentalg Pengelolaan
Keuangan Daerah.

.rl rr^-,J^-^^- -^l^1,^^-^^- I I-.^^- D^-^-:-+^L^- IIt^::L +^-l-^.:+ rr^l^z:i fenqiiIlaali pelaiisanaaii Ul usitii l-Eliiui u:Liriiaii !VajiO LCiKiiii l'Ci6'v-dil?ii
Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikal semula sebesar
Rp29. 123.266. 600,00 bertambah sebesar Rp6.483.22I.9O0,O0 menjadi
sebesar Rp35.6O6.488.5OO,OO atau 13,60/" dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp26 L L9 6.4 13.9 1 9,00 Alokasi
arrB,8,fr_r arr urrlur( ucrarrJa Jrrvl rclScuur uturialllall (laraltr fi,cgraLiatr scuatal
berikut:



-29-

1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar
Rp15.133. i9S,30O,O0 hertambah sehesar Rp3.a08.a58 I OO OO

menjadi sebesar Rp 19.04 1.657.400,00

2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama semula
sebesar Rp10.590.997.060,00 bertambah sebesar Rp1464.646.590,00
menjadi sebesar Rp 1 2.055.643.650,00

3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) semula
sebesar Rp3.O99.9 18. 24O,OO bertambah sebesar Rp36C. 1 17 .2 IO,OO

menjadi sebesar Rp3.460.035.450,00

4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan semula
sebesar Rp240.703.00O,00 bertambah sebesar Rp750.0O0.000,00
menjadi sebesar Rp99O.7O3.O00,OO

Harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peratural
Pemerintah I\Tomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan Riset darr Teknologi Nomor 32 Tahun 2O2O

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi angg€rrzrn untuk belanja SPM Kesehatan semula sebesar
Rp4.329.837.950,00 bertarnbah sebesar Rp524.452.488,O0 menjadi
sebesar Rp4.854.290.438,00 atau 3,7o/o dari total Urusan Pemerintahan
Biciang Kesehatan sebesar Rpl32, i97.896.i47 ,OO Alokasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikar dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayalal, Sarana, Prasarana da:r Alat
Kesehatan untuk UI(P Rujukan, UKM dan UKM Rujukar Tingkat
Daerah Provinsi (Xesehatarr ibu Hamrti sebesar Rpri.38 i.939.950,00;

2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Ibu Bersalin)
sebesar Rp266. 153.000,O0;

3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat
I{esehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan bayr baru lahir)
sebesar Rp2 19.988.000,0O;

4i Kegiatan Penyediaan Fasiiitas Peiayan an, Sarana, Prasarana cian Aiat
Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat
Daerah Provinsi (Kesehatan Balita) sebesar Rp66O. 3 67. OOO, OO ;

5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukarr Tingiiat Daerah Provinsi (Kesehatari patia usia
Pendidikan dasar) sebesar Rp403. 62O.0OO,0O;

6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Ur(P Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia
Produktif) semula sebesar RpO,00 b€rtambah sebesar
Rp524.452.488,00 menjadi sebesar Rp524.452.488,O0;



7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provrn si (Kesehatan pada r-rsia

lanjut) sebesar Rp632.629.000,OO;

8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah kovinsi (Kesehatan penderita
hipertensi) tidak dianggarkan;

9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, LIKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Penderita
Diabetesmelitus) tidak dianggarkan;

10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukal Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan
gangguan jiwa berat) sebesar Rp 1 24. 78 5.OO0,00 ;

11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatal untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan
resiko terinfeksi virrrs yang melemahkan daya tahan tubuh manusia)
sebesar Rp 195.36O.OO0,00;

12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM P-ujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga
tuberkolosis) sebesar Rp444.996.000,0O.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peratural
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang
Penerapan Standar Peiayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2C 19 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanal
Dasar Pada Standar Pelayanan Minirnal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi angga.ran untuk belanja SPM Peke{aan Umum semula sebesar

Rp2,526.818.900,00 bertarnbah sebesar Rp152.50O.0OO,0O menjadi
sebesar Rp2.679.318.9OO,OO atatu 2,8o/o dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp96.656.714.4A4,AA Alokasi anggaran untuk bclanja SPM tcrsebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Lintas Kabup aten fKota semula Rp2.526.818.900,00
t-'erta r'' bah sehesar Rp 152.500-OOO,00 :nenjad.i sebesar
Rp2.679.318.900,00;

2l Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Ltnbah Domestik
Regional tidak dianggarkan.

Harr:s memenuhi indikator SPM Peke{aal IJmrrn sesua-i ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayanan
Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang
Penerapan Standar Pelayanan Mhimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2O18 tentang Staldar
'l'ei<nis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumaian
Rakyat.

-30-



-31 -

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukrman

Alokasi anggaran rrntuk belanja SPM Ferumahan Rakyai sc'uesar
Rp60.647.50O,00 atau 0,650/o da-ri total Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.3O3.421.535,OO
Aiokasi anggarErn untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan
Peningkatan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat
yang terkena Relokasi sebesar Rp6O.64 7.5O0,OO;

Harus memenuhi indikator SPM Perumahan Ralryat dan Kawasan
Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29
Tahun 2018 tentang Stardar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi angg€rr€rn untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar
Rp 1.604.125.75O,OO berkurang sebesar Rp831. 188.25O,OO menjadi
sebesar Rp772.937.500,00 atau 5,05% dari total Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteranan dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat sebesar Rp 15.300.219.196,00. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM ter:sebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertibal Umum
ciaiam I (satuf Daerah Kabupaten/Kota semuia sebesan

Rp641.087.150,00 berkurang sebesar Rp330.487.250,00 menjadi
sebesar Rp310.599.9O0,O0;

2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kcrta tidai< dianggarkan;

3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaal terhadap Benca.na
semula sebesar Rp34.415.70O,0O berkurang sebesar Rp3 1.563.700,00
menjadi sebesar Rp2.852.OOO,OO;

4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
semula sebesar Rp157.562.000,00 berkurang sebesar
Rp43.086.0OO,0O menjadi sebesar Rp I I 4.476.0OO,00;

5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tidak
<iianggarkan;

6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadarnan, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebalaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota semula sebesar Rp573.927.OOO,OO berkurang sebesar
Rp3 7O. 653.OOO menjadi sebesal Rp2O3. 274. 0OO,OO ;

7l Kegjatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
semula sebesar Rp79.O7O.OOO berkurang sebesar Rp8.0O0.0OO,0O
menjadi sebesar Rp7 1.07O.O0O,OO;
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8) Kegiatan Penyelenggaraan Opera.si Pencarian dan Pertolongan
Terhadap Kondisi l,llembahayraken Manusia semrrla
sebesar Rp118.O63.9OO,0O berkurang sebesar Rp47.398.3OO,O0
menjadi sebesar Rp70. 665.6O0,OO

harus untuk memenuhi indikator SPM Trantiburrrlinmas sesuai ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O18 tentang Standar Pelayalan
Minimal, Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O21 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimat darr Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosia,l semula sebesar
Rp337.866.000,00 bertambah sebesar Rp590.841.0O0,00 menjadi
sebesar Rp928.7O7.OO0,O0 atau 2O,9O/o dari total lJrusan Pemerintahan
Bidang Sosial sebesar Rp4.444.495.867,OO Alokasi anggaran untuk
belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan Pengemis di
Luar Panti semula sebesar Rp239.049.000,00 bertambah sebesar
Rp6 10.963.000,O0 menjadi sebesar RpSSO.O 1 2.000,00

2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi semula sebesar Rp9E.Ei7.OOO,OO bcrkura-ag sebesar
Rp2O. L22.OOO,O0 menjadi sebesar Rp78. 69 5.OOO,OO.

harus untuk rnemenuhi indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,
Pcraturan Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 59 Tahun 202 I tcntang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimd Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108
Tahun 2022 terfiang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2o23 dat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'l'ahun Anggaran 20'23, Prionlas
Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan (PN 1 ), dianggarkan semula sebesar Rp2a.49 5.249. 3 60, 00
berkurang setresar Rp9.94O.357.O91,OO menjadi sebesar
Rp18.554.892.269,OO ataru 2,O9o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp889. 507. I 6 2. 7 89,OO, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
diarahkan untul< mendukung pemulihan aktivitas produksi. serta
peningkatan nilai tambah dan produlrtivitas dengan mengoptimalkan
keterkaitan antara seliitor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya
difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahEln, pariwisata, Usaha
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Mikro, Kecil, dan IVlenengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasr
fiskal, penguatan sisfem keuangan, peningkatan krralitas investasi,
peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global,
perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan
Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2O23, sasaran yang akal diwujuclkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yalg berkualitas
dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yalg berkelanjutan;

2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing pcrL'konomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PNl, akan dilakukan melalur. 8 (delapan) Program Prioritas (PP)

yaitu sebagai berikut:

l) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutarnakan Peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) (PPl) tidak dianggarkan ;

2) Peningkatan Kuantitas,/Ketahanan Air Untuk Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi (PP2) semula sebesar Rp2.526.818.9O0,00
bertambah sebesar Rp152.500.000,00 menjadi sebesar
Rp2.679.318.9O0,00;

3) Peningkatan Ketersedraan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan
(PP3) dianggarkan semula sebesar Rp2.835.905.281,00 berkurang
sebesar Rp7 6 1.O24.7 29,OO menjadi sebesar Rp2.O74. 88O. 552, OO;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikalan, dan Kelautan
(PP4), dianggarkan semula sebesar Rp5.862.8a8.656,00 berkurang
sebesar Rp2 - 123.7 43 -2 I 5,OO menjadi sebesan Rp3. 739. 1. O5. 44 l,OO ;

5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah
IUMKM) dan Koperasi (PPs), dianggarkan semula sebesar
Rp4.606. 708.389,O0 berkurang sebesar Rp3. 63 5. 0 I 9.O89,OO menjadi
sebesar Rp97 1.689.OCO,OO;

6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi
di Selrtor Riil, dar Industrialisasi (PP6) dianggarkan semula sebesar
Rp4.688.459.9O3,OO berkurang sebesar Rp465.a97.711,OO menjadi
sebesar Rpa.2'2'2. 562. 792,OO;

7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tanbah Tinggi dan Penguatal Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), tidak dianggarkan;

8) Penguatan Pilar Pertumbuhan darr Daya Saing Ekonomi (PPS),

dianggarkan semula sebesar Rp7.p974.5O8.23 1,OO berkurang sebesar
Rp3.lO7.l7 2.347,OO menjzrdi sebesar Rp4.867.335.884,OO.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2), dianpgarkal semula sebesar
Rpa4.626.4 L9.3OO,OO berkurang sebesar Rp4. 82 1 . 1 63. 7 60,OO menj adi
sebesar Rp79.805.255.540,00 atau 8,97o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. I 62. 189,00, yang diarahkan untuk mempercepat
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pemulihan dampak pamdemi COWD-lg dengan mengadopsi cara-cara
baru dan pengembangan sumher pertr,rmbr-rhan hanr seiring
pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan
berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat
optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antar wrlayah.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkua-litas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan semula sebesar Rp3I7.712.435.578,00
bertambah sebesar Rp2.528.808.560,00 menjadi sebesar
Rp32O.2,41.244.138,OO ataw 36ci'o dari total 'oelanja daerah sebesar
Rp889. 5O7. 1 6 2. I a9,OO yang diarahkarr pada keberlalj utan reformasi
sistera kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan
stunting, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka mcningkatkan SDM berkua-litas dan berdaya saing pada
Tahun 2023, yaitu:

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukal:
2) Reformasi sistem perlindungan sosial;

3) Memngkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Mengentaskan kemiskinan;

7) Meningkatkan produl,rtivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 ter sebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
(PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data
kependudukan dianggarkan semula sebesar Rp4.736.953.33 1,00
berkurang sebesar Rp82O.O2B.i 16,O0 tierrjadi ncbcsa.
Rp3.916.925.215,O0;

2) Peng.ratan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka
menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau
penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan scmula
sebesar Rp4.97 4 -922.653,00 berkurarrg sebesar Rp53O.426. 786,OO

menjadi sebesar Rp4.444.49 5.867,00;

3) Peningkatan Akses derr Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam
rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan
kapasitas sistem kesehataa di seluruh wilayah dianggarkan semula
sebesar Rp86.995.661.098,0O bertambah sebesar
Rp7 .542.22a.29O,OO menjadi sebesar Rp94. 53 7. 889. 388, 00 ;
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4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4)
dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan
berkualitas dianggarkan serrula sebesar Rp209.382.598.686,OO
bertambah sebesar Rp563.272.001,00 menjadi sebesar
Rp2O9.94s.87O.687,0o;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PPS) dalam
rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari
berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan dan
ekonomi, poLitik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda
dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan
berwirausaha <iianggarican semuia sebesar Rp2.963.276.96E,00
berkurang sebesar Rp227.755"621,OO menjadi sebesar
Rp2.736.t21.347,OO;

6) Pengentasan Kemiskinal (PP6) dalam rangka mernperluas akses
^-^. --^l--l-.i, 1-^--i -.-^1- +^---^ 

-:^1-:- 
l^- -^-.^- ):^---^-1-^-ctscr lJr iJ(lull.Lrr t d,B1 r Lrrrrcul LzrllBBa lrrl5^rrr (rdrr lLllranr rud,rr,BB.tl t\dr r

semu.la sebesar Rp4.606.708.389,0O berkurang sebesar
Rp3.635.0 19.089,00 menjadi sebesar Rp97 1.689. 30O,00 ;

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka
meningkatkan produktir.itas dan da1's saing dianggarkqn semuia
sebesar Rp4. 052.3 1 4.453,00 berkurang sebesar Rp364.O62. 1 I 9, 00
menjadi sebesar Rp3.688.252.334,OO.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan
semula sebesar Rp9.984.838.517,00 berkurang sebesar
Rp3 1O.37 2.25O,OC menjadi sebesar Rp9.67 4.466.267,OO atau 1,O97o

dari total belanja daerah sebesar Rp889.5O7.162.189,OO yang
diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka
mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanj utan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu
sebagai berikut:

l) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Mcningkatnya kualitas kchidupan masyarakat dan daya rckat
sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan
masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karalter
bangsa;

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat
ber.cengeta-huan, inovatif, dan kreatif.
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Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakttkan melaltti 4 {empat) PP, yaitrt:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk
Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dal Membentuk
Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dal Bcrkara-lcter (PPl)
dialggarkan semula sebesar Rp5.430.988.500,00 berkurang
sebesar Rp582. 688. 5OO,OO menjatli sebesar Rp4.848.3OO,Uu;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarial K,ebudayaan untuk
Memperkuat Karal<ter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa,
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia (PF2i <iianggirrkan semuia sebesar
Rp73 1. 672.000,00 berta,nbah sebesar Rp27 2.3 16.250,00 menjadi
sebesar Rp1.003.988.250,00;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkal Toleransi,
r,.^-.1-.-^- )^- I t^-^-: cr^-:^l /DDtr ):^-----7--- ^^L^-^-ACI UAlllldlr tldll I lctl lllt llr L)(rsld,a tr r J, ulcLtrxiBdl l\cLrr sL Ucrdu

Rp1O0.00O.0OO,00; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi
Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4)
diahddorlzan aahacaf p^'t 7r1 1'74 i1'7 in

e. Memperkuat Infrastrulrtur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanal Dasar (PNs), dianggarkan semula sebesar
Rp107.045.343.529,00 berkurang sebesar Rp6.27O.8O2.816,00
menjadi sebesar RpIOO.774-540.713,OO atau 11,3olo dari total t'elanja
ciaerah sebesar Rp889.5O7.I6'2.Ia9,Oo yang ciifokuskan pacia
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan mela-lui percepatan penyediaan irfrastruktur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor
yang menjadi penggera-k bagi pemuliha-n 'Ian pertumbuhar ekonomi,
serta pembangunan lbu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastirrktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konei<tivitas unruk menciuicung kegiatal ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasa-r;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaal;

4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikal;

5) Meningkatnya layanan infrastrulrtur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5
dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:
1) Infrastrukur Pelalranan Dasar {PP 1) sebesar Rp 10.493. 653.595,O0 :

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp76.395. 259.890,O0 ;

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) tidak dianggarkan;
4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp3.735.O55.874OO;

.5) Transformasi Digital (PP.5) sehesar Rp543a.223. 524,Oo.
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f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Pen.rbahan Iklim (PN6), dranggarkan semrrla sehesar
Rp8.558.694.549,O0 berkurang sebesar Rp2O4.27 a.al7,OO menjadi
sebesar Rp8.354.415.732,OO ata,u O,94o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507.162.189,00 yang difokuskan pada upaya menjaga
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang
procluictivitas cian kuaiitas kehiciupan masyarakat ctalam rangka
menuju transformasi ekonomi hdau yang inllusif dan berkelanjutal
serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan
risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup,
ketahqnan hencana dan nr-nrtrahan iklim diarahkan nada kehiiakan
peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragarnarl
hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana
dan dampa-k iklim, serta pembargunar rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketatranan bencana,
dan penrbahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan hahaya iklim:

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK
terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PPl) dalam rangka
meningkatkal kualitas air, kualitas air laut, ku alitas udara, dan
kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan
semula sebesar Rp5.02a.886.833,0O bertambah sebesar
Rp4O9. 33 6. 69 1, OO menjadi sebesar Hlp5.424.'223. 524,00 ;

2) Peningkatan Ketahanal Bencana dan Ikhm (PP2) dalam rangka
berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan
bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian
informasi peringatan <iini benczrna kepada masyarakai tiianggarkan
semula sebesar Rp3.522.8O7.716,00 berkurang sebesar
Rp6 1 3. 6 1 5.508,00 menjadi sehsar Rp2.92O. 192.208,00

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan
capaian penurunan emisi GRK tcrhadap ba,seline pada scktor
energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan tida-k
dialggarkan.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan
T..hcf^ffi6ai Dalarronon ErrhtiL rpNTt AidnddD?t on cphpsor1..!r rt
Rp 1 I .72O.37 1 .234 atatu l,32Yo dari total belanja daerah sebesar
Rp889.5O7. I 62. 189 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas
untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem
huirrum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsr,
penin gkatan kerja sama pembangunan internasional yang
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menyertakan aktor nonperintah, serta pengelenggaraan pertahanan
dan keamanan di tengah peningkatal respons pertahanan beberapa
negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber.
Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemrlu, kegiatan-
kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan
perhatian lebih besar dibandingkan tahutr-tahun sebelumnya. Bidang
pelayanan publik riitbkuskan pacia pelayanan plrbllk berbasrs
elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses
bisnis yang efelrtif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan
birokrasi pemerintah yang melayali dan responsif, serta penguatan
nenqa\wesan nenwelen qqa raa n nwa

Pada Tahun 2O23, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat stabilitas Politrk, Hukum Pertahanan dan Keamanan dal
transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasr, Terpeliharanya
Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi
dan Te{aganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optirnal;

2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;

3) Meningkatn5ra Penegakan Hukum Nasional vang Mantap:

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;

5) Te{aganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaral PN7
akan dilakukan melaiui 5 (Iima) PP, yartu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PPl) dalam rangka mewujudkan stabilitas
poLitik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif,
integratif, dan partisipatif dianggarkan semula sebesar
Rp94 1.687.30O,0O berkurang sebesar Rp f 52.63 1.8O0,O0 menjadi
sebesar Rp'/ 89.C55. 5OO,OO;

2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PY2l dalam rangka
meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama
pembangunarr internasional tidak dianggarkan ;

3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatlen
penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan
dianggarkan semula sebesar Rp66 L.42 l.25O,OO berkurang sebesar
Rp 1 76.9 1 0.75O,00 menjadi sebesar Rp484. 5 I 0.5O0,00;

4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka
meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi
pemerintah dianggarkan semula sebesar Rp500.O87.650,00
berkuralg sebesar Rp136.a50.700,00 menjadi sebesar
ph2A2 4?6 oqn nn.

5) Menjaga Sta.bilitas Keamanan Nasional (PPs) dafam rangka menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan dianggarkan semula sebesar
Rp10.743.578.573,0O berkurang sebesar Rp7.107.O9O.539,OO
menjadi sebesar Rp3.636.488.O34,OO.
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Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Mesuji telah
mengalokasikan anqgare.n helatja rlaerah berdasarkan Priorifas
Pembangunan Nasional Tahun 2O23 tersebut, sebagairnarra tei-cantum
dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten/Kota Mesuji dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun

2023

Prioritas Daerah APED P-ABPD

Rasio
terhadap
Belanja
Daerah

No

2

3

Memperkuat Ketahanan
Ekonomi Untuk
Pertumbuhan Yang
Berkualitas dan
Berkeadilar (PN 1)

Mengembangkan Wilayah
Untuk Mengurangi
Kesenjangan Dan
Menjamin Pemerataan

2
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia Yang
Berkualitas Dan Berdaya

PN4)
4 Revolusi Mental PN4

Memperkuat Infrastruktur
Untuk

5. Mend.rrkungPengembangan
Ekonomi dan Pelayanan
Dasar 5

Membangun Lingkungan
Hidup Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim (PN6)

Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik (PN7)

28.495.249.360 t4.554 .A92.269 ,OO 2 o9

a4 .626 .4 19 .300 79.805.255.540,OO

I

3 17.7 12.435.57 A 1 32O.24 1.244. 1 3S,OO
36,O0

8,97

9.984.838.517 9 .67 4 .466 .267 00 !.oe

1o7.045.343.529 tOO.774.540.7 t 3.OO

8.558.694.549 a.354.4t5.732.OO 0

|,32

I1,33

6 94

7 13.682.379.473 1 r .720.37 | .234 ,OO

Jumlah Alokasi Anggaran dalam
APBD 570.105.360.306 474.o25.392.529 oo

Total Belalja Daerah
a7 1 .790 .47 A .246 889.507. t 62. 1a9 o,o20

^1^r-^-: L^-l^^^-l-^- 4^L^i ^^l^^-^:-^--. l: L^-.^alrtrlldsr curl+a.u.ur u\:l \lcts<tl, ladlr L4u€r 5€ rrd,B.urll€rl rd, (lr dldo, rldr Lls

diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama
pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji pada tahun 2O23 sesuai
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1O8 Tahun 2022 tentang Rencana
Keda Pemerintah Tahun 2O23 meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebeser 4,7o/o

sampai dengan 5,2o/o;

I

0,54

1

l



b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan
wiiayah Sumatera sebesar 8,2o/o sampai dengan I 60/o:. sert a

c. Meningkatnya kesempatan keda, dengan menurunkan tingkat
pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan
4,60/o -

Sasaral ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan
kembali (rebounQ kondisi sosial ekonomi masyaralat setelah terdampak
pandemi COWD-19 serta setelah rnelalui pembahasan bersama
pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Mesuji
sebesar 70,48o/o sampai dengaa 77,Olo/o.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mensinkronisasikan
sasaran dan target penJrusun€rn RKP Tahun 2022 tersebut guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui
5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai iimu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan
talenta global;

b. Pem bangrnan lnfrastruktur, meianjutkan pem ban grnan in t rastrui<lur
untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi,
mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja
baru, dan mempercepat peningkatal nilai tambah perekonomian
ral<1rat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Lau, ten)ta'JJa menerbitkan 2 (dua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapanga,n keda, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dal menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern
yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi
keadilan sosial brgr seluruh ralJrat Indonesia.

4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten
Mesuji Tahun 2O23.

Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengalokasikan €rnggaran belanja
daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 yang diuraikan dalam
Tabel. 6 sebagai berikut:
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rt .: ^...:.^ ^ n-^-^L
Total Anggaran

d.ref, A^PBD 202:t
Total Anggaran

rlala'n P-{P!! lQcl

Rasio
terhadap

Daerah

2

I

4

Penguatar r kualitas dan
daya saing sumber daya
marnusia

Pemerataan krralitas
sarana dan prasa!.ana
dan tata Kelola
lingkungan hidup
Penguatan pertumbuhan
^t,^ - ^-: udLrar -r&rE
insklusif

Peningkatan Kualitas
pelayanan publik yang
prima ( Profesional,
progresif, bersih dan
akuntabel)

55.829.937.636,OO 98.009.5 i 7.702,OO

5.OO3.418.a33,O0 5.434.223.524,OO

9.156.469. 170,OO

2.731.17 1.936 2.587.774.320

1 ,O9

o,95

s.636.488.O34

.lumlah Alokasi
Anggaran dalam APBD 83.454.976. i48,OO i ,47

5) Penanganan pandelni COWD-L9 d,an menghadapi ancarnan yang
membahayakan perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji menetapkan kebijakan keuangan daerah
dalam rangka penanganan pandemi COWD-lg dan menghadapi ancarnan
yang membahayakan perekonomian daerah. Kebij akan keuangan daerah,
uniuk rnelakukan penguiamaan penggunaan aiokasi anggetrari kegiatan
tertentu (refoatsingl, perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD,
sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19

PAWD-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Implementasi kebijakan keuangaa daerah dalam rangka penanganan
pandemi COVID-L9 dan menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian daerah tersebut, agar melakukan penyesuaian alokasi
anggaran pendapatal daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
yang <iiprioritaskan untuk:

a. penangan€rn kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;

(Rp) (Rp) ft
t t,o2

Total Belanja Daerah

Peninekatan
kondusifi tas wilayah dan
harmoni sosial
masyarakat

10.743.57a.573 o,90

89.507_ 162.189,OO 102,03

Tabel. 5

Al<rkasi Anggaran PemerirrLah Daerah Kabupaien Mesuji berdasarkal
Prioritas Daerah Tahun 2O23

7. 171.360.845,OO

22.833.364 .4 25,OO

87 t.790.87A.2a6,OO
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b. penanganal dampak ekonomi terutama menjaga agar drrnia usaha
daerah masing-masing tetap hidup; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/ social safetg net;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 5O
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundarr.g-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar
Rp219.767.366.887,OO bertambah sebesar Rp42.433.O35.2A2,OO
menjadi sebesar Rp262.2OO.4O2.169 ,OA atalu 29,5yo dari total belanja
daerah sebesar Rp889.507. 162. 189,00 sebagaimana tercantum dalam
Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7

Alokasi Fungsi Pendidikan
KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2023

219.035.694.887,O0
195.341.r5i.O87 00
157.831 . 170.487,OO 166.744.592.631

belanja barang darr

1)

b

a

belan bantuan sosial.
Belal a Modal

belanja barang dan

3().299.74O.600 OO s7.292.1O2.O38

a9.655.000 00 149.414.250

3.551 .599.21 I ,OO 3.559 .O97 .417

r rro o<o 2nr\

l

d

NO

a 26t.t96.4t3.919Pendidikan:
1 Belan aO
Urusan Bid

231.943.454.769
a wal,belan a

7 .2tO.20,0.OOO,OO 7.862.760.rOO
d

2) 23.694.543.800,O0 9.252_959 _tso
731.672.OOO oo 1.OO3.98a.250

3.630.O00
814.574.OOO

592.0t7.OOO,OO

Urusan Bib

a

b

c

belan a

belan a hibah

Kebuda
a SI:

waI
bclanja barang darr
asa

50.o00.000,oo

2.621.534.417

belanja bantuan sosial

Urusan Bidang Perpustakaan:

d
'2 llelarl a Moda.l

1 aOBelan
1.478.576.117a. belania pegawai; 1.218.614.961,O0

c belanja hibah;

belaltja bantuan sosial.d

937.563.OOO.OO 937.s63.OOO2l Belania Modal;

4.776.195.5235.109.502.200.00

4.140.645.523

Urusan Bidang Kepemudaaan

Belanja Operasi:1)

dan O
4.aa6.7A2.200,OO

1 .922 .37 t . tOO ,OO | .960 .35A.223zl belanja pegawai;

P APBD 2023

C. belania hibah;

7 60.944 .OOO

50.ooo.o00

C.
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P-APBD 2023

b
t-t--i- h----^ .1--

2.trt.41l . roo,oo t.477 .2A7 .30(J

be a hibah 853.000.000,00

Belan a Modal '222.720.OOO,OO 635.550.OOO
Belanja di luar Urusan
D^-l:..t:!-^ - r r -,-^ -
Kebudayaan, Urusan
Pe Rpustakaan dan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga
yang menunjang kebutuhan
masyarakat dibidang
Penddikan

2l Sub Kegiatan pada OPD

dst

219 _767 .366.487 ,OO 262.200.402. t69
Total Belan a Daerah 89.507.162.189

a
Rasio anggaran pendidikan (2:3) x

lOOo/o

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 2O7o

(dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49
arrat Il I I Indano-I Inrlarro N.1n1.rr )fl TahrTn 2OOa tantano Si<lprn
Pendidikan Nasional sebagaimalla telah diubah dengan Undang-
undarlg nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Pasal S1 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2O22 sesuai ketentuan butir c. -t Larnpiran Pe:'aturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyrrsunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mempertahankan
secara terus menerus da.rl l<onsisten daiam mengaiokasiir,an anggaran
fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 2Ao/o (d:ua puluh persen) dari
total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk
pencapaia.n indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Anggaian untuk fungsi pendidikan tciscbut di atas, aniara lain
dialokasikan untuk program pada urlsan bidang pendidikan semula
sebesar Rp241.166.966.686,00 bertambah sebesar
Rp19.O29.447.233,OO menjadi sebesar Rp26 1. 196.4 13.9 19,00 atau
99,62yo dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain
diuraikan dalam:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp 160.572.6O6.986,OO bertambah sebesar

Rp2.807. 364. 795,00 menjadi sebesar Rp | 63.37 9.97 1. 78 l,O0 atau
64,3oh da,i total anggaran untuk firngsi pendidikan sebesar

Rp262.2OO.4O2. | 69,OO ;

c

l) Belanja Transfer:

Belanja bantuan
ke

2 Anggaran F\rngsi Pendidikan (a+b)

3

NO KOMPONEN PERHITUNGAN APBD 2023

c 703.000.000
d belania bantuan sosial

I

2t

47a.o25.392.529 ,OO
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2) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp97.760.OO0,O() atiiu
0,04% dari total anggaran untuk fi.rngsi penrlidikan sehesar
Rp2 62.2oO.4O2. 1 69,oO ;

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesirr
Rp5S.449.0OO,0O atau O,O2VI dan total anggaran untuk fungsr
pendidikan sebesar Rp262.2OO.4O2. 169,OO;

Selanjutnya, penempan besaran stan dar satuan harga untuk tenaga
pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagaimana maksud Peratural Pemerintah Nomor 36
Tahun 2O2l terrtang Pengupahan.

b. Alokasi AngEaran Kesehatan

Jumlah alokasi angg€rr€rn kesehatan semula sebesar
Rp133.394.909.954,O0 bertambah sebesar Rp3.439.757.144,OO
menjadi sebesar Rp136.834.667.098,00 atau lg,Soyo dari total belanja
daerah di luar gaji ASN sebesar RpTO 1.614.896.614,OO, sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 8 sebagai beril<ut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaral Kesehatan

P APBD 2023

87.439.a58.364.OO

34.774.499.972,OO

66 .1 57 .9 17 .699 48.565.35a.392.00

100-oo0.ooo r)o

ircianja paca suo Kcgiaian Gi iuai
Urusan bidang Kesehatan yang
menunjang Kesehatal, artaia
lain:

Belanja bantuan

Atokasi Fungsi
Kesehatan dari Belanja
Bagi Hasil Pajak Rokok
Provinsi kepada
Kabupaten/Kota
sebesar 37.57o untuk

4)

Pelaksanaa! Medical Check

18-437.249.9o4 24 .697 .404 .367 ,OO

13.21o.o15.550 13.2 rO.O 15.550.00

a.534.17 6.947 8.566.OO3.301 .O0

23A.7 49. t20

70.944.973 75.775.0i6.00

5.419.600,O0

a.

No APBD 2023Konrponen Perhitungan

Urusan bidang Kesehatan: 1.O8.802.26s.464 t12.t37.262.731,OO

1) Belanja Operasi: 103.917.259.239

belanja pegawai; 37-65S 341 54()

b lrcianja bnralg tian
jasa;

c 100.ooo.ooo

belanja bantuan sosial

2l Belanja Modal: 4.s8s.006.22s 
I

7.O98.031 .O24.OO

1) Belanja Transfer: 13.21o.o15.550

b

2l

3)

luran Jarrinan
ASN
Iuran .laminan
Non ASN

Kesehatan

Kesehatan

Iuran Jarninan Kesehatan
basi DPRD

6)
WKDHKDH

KD TI WKDH

Kesehatan
5.899.OO0

6.OOO.OO0

luran Jarninan

Medical Chcck Up bagi

7)
DPRD

6.COO.000,OO

I

I

I

l

a.

belanja hibah;

d.

s)
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Tata Ru
e) Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum pada
Dinas Sumber Daya Air,

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di Dalam Panti
Sosial pada Dinas Sosia.l

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksaoaan Advokasi,
Fr{rrLasi rtan Saeialisaei
Konsumsi Pangan Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman
{B2SA) pada Dinas
Ketahanan Pangan dan
Peternakan

3 'l'otal Belan a Daerah
Ga i ASN

Rasio an ao kesehatan 2:5 { iOO%

APBD 2023 P.APBD 2023

2.526.818.900 2.679.314.9o0.OO

133.394.909.954 1 36.434.667.O94.OO
878.O25.392.529
183.OO1.971.287 147 .492.265.57 5,

695 .O23 .42 r .242 701 .614.896.6t4.

19.t9,'t 19.50o/.

{x)
o()l;l

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mesr-r ji
telah memenuhi alokasi anggar€rn kesehatan sesuai ketentuan Pasill
171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kaii tera&hir dengan Undarrg'
Undang Nornor ti 'l'ahun 2023 dan ketentuan butlr (;.2 Litrnplrirrr
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentanll
Pedoman Penyusunal APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mempertahankan
secara Lerus rnenerus <latn konsisten rnengaiokasikan anggar-an urriuk
kesehatan yal:g diarahkan penggunaannya untuk pelrcapaian
indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Mesuji.

Alokasi Ernggaran kesehatar pada Dinas Kesehatan diuraikan sehagai
berikut:

1) Program pada urusan bidang kesehatal semula sebesar
Rp 108.549.284.564,OO bertambah sebesar Rp23.648. 6 1 i.583,00
menjadi sebesar Rp132.197.896.I47,OO atau 2,660/o dari total
belanja sebesar Rp889.5O7.162.1.89,00, antara lain diuraikan
cialarn:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
semula sebesar Rp45.573.522.440,00 berkurang sebesar
Rp368.484. 798,OO menjadi sebesar Rp45.2O5.O37 .642,OO atau
33,03% dari total Eurggarzur kesetratan sebesar
Rp136.834.667.098,00;

Komponen Perhitungan

lo)

+

Anggaran Kesehatan {a+b)

?otal Belanja Daerah di luar Gaji ASN
(3-41

6

No

Sub Kegiatan Perencanaan,
Pcrnbangunan, Pcngan .a:iarr
dan Pemanfaatan Bangunan
Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi -

Pembangunan Gedung
Ruang Rawat lnap Tower I
PS H2ii -a.1. Dinae S,rmhPr
Daya Air, Cipta Karya dan

11)

8l

5.
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b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semula sehesar Rp3O.548 5.52.358 OO

bertambah sebesar Rp5.593.317.588,O0 menjadi sebesar
Rp45. 141 .869.946,00 atau 32,3o/o dari total angga-ran kesehatan
sebesar Rp136.834.667 .O9a,OC;

c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan
minuman semula sebesar Rp I 54. 899.350,O0 berkurang sebesar
Rp1 19.273.35O,OO menjadi sebeserr Rp35.626.OOO,0O atau 0.0?,
dari tota-l anggaran kesehatan sebesar Rp 136.834.667.O98.0():

d) Program Pemberdayaan masyaralat bidang Kesehatan semulir
sebesar Rp35 1. 58ti. 5OO,OO berkurang sebesar Rp 1 4. 038. OOu, Ot.,

menjadi sebesar Rp347.548.SOU,OO irtau O,3o/o dari r()trt.

anggaran kesehatan sebesar Rp 1 3 6. 834. 667. 098, 00.

Dalam prograrrr tersebut. telah dialokasikal ke dalam rincian obiek
belanja rnodal pembalgunan sarana kesehatan semnla sct)(.sl'l
Rp3.76O.765.965,OO bertambah sebesar Rp3.337.265.O59,01r
menjadi sebesar Rp7,098.031.O24,OO atau 5,2o/o dari total anggaran
kesehatan sebesar Rp 136.834.667.098,0O.

2) Beianj a di iuar Dinas liesehatan yang menurr1lu-r.gJ

Kesehatarr semula sebesar RpL4.437.249.904,00 bertambah
sebesar Rp6.260. 154.463,OO menjadi sebesar Rp24.697 .4O4.367,00
atau 78,O4o/o dari total anggaran kesehatal sebestrr
R p I 3t>. 83a. 6 67 . O9a,Oo ;, y arl.g di:or a lk an rl a I a m :

a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaar: Air
Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan 'fata
Ruarrg semula sebesar Rp2. 526.8 1 8.900, 00 bertambah sebesar
Rp152.500.000,O0 menjadi sebesar Rp2.679.318.900,00 atau
l,95ozo da-ri totat zrnggaran kesehatan sebesar
Rp 136.83a.667.O98,00;;

b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar
Rp 1 3.2 10.0 1 5. 55O,O0 bertambah sebesar Rp2.2O3.a49,O00,O0
menjadi sebesar Rpi5.396.364.6OO,O0 atau i 1,3?6 dari totai
€rnggaran kesehatan sebesar Rp I 36. 834. 667. O98, OO ;.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunwt preualensi stunting
(pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penunrnan preualensi
kck ii'angan (under weight) pada ariak ba,lita dan mcnuflrni:.-;a
preuolersi uasting (kurus) pada anak balita altara lain pada Sub
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar
Rp2.274.8O1.000 atau L,66o/o darl. total anggaran kesehatan sebesar
Rp136.834.667.O98,00, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampirart
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edarar
Menteri Dalam Negeri Nomor O50/4890/SJ tanggal 24 Agosttos 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
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Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
kesehatan berpedoman pada ttpeh rninimr:m yang difefalkar.i olelr
Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintatr Nomor 3(r
Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Trarsfer Umum.

Alok-asi angaran dari Daaa Transfer Urnura serurla seL,es?.r
Rp389 546.134,8O0,OO bertambah sebesar Rp15.f23.668.530,O0
menjadi sebesar Rp4O4.669.aO3.33O,OO sebagaimala tercantum
dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan l)ana Transt'er Umum

No

JuElah dalarn
APSD 2023

(Rp)

Jumlah dalam
P APBD 2023

(Rp)

l
Penerimaan
Di;uia'irimsfer Urrrtirr.

a) DAU
b) DBH 23.918 172 000

Jufi ah Pearerimaan 442.460.O78.OOO

,2
Pengurang
a) DAU Tambahan
b) DBH yang bersifat

earmarked

c) ADD 53.3r3.943.200

53.313.943.200Jumlah Penguraag

53.838.943.200

53.838.943.200

404.669_403.330
JUr atl uana I ransrer umum I

yans diperhitunskan I 349.546. r34.4OO

Pemerintah Dacrah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan
publik paling rcndah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD
l:r..^- l-^l^-:^ l.^--.: l-^^:t )^- l^.^-- .-^^^C^- t---^l^ )^- t^.^..(.rlrLrdr U€lianl.]|.l 'rctEil rldstr (lcur/ ctt€t(l Lldjlsrul ttLpilud (-rctcldrli udur/ atcrLr

desa. Belanja bogr hasil dan/ atau transfer kepada daerah/desa
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana t('rcantum dalam Tabel. l0 sebagai benkut:

Tabel. 10

Belanja I nfrastruktur Pelayanan Publik
Komponen Perhitungan

Total Belanja Daerah

Komponen Perhitungan

2

Belaflja baAi hasil daI/ atau
tiansfer kepada daerai dan/atau
desa:

a. belanja bagi hasil

1r |' anhr-n t a' '-n,c-

Jumlah (a+b)

418.!'41.906.OOO 4t8.941.906.OOO
39.566.840 530

458.508.746.530

aao cn? 1 ao 1 ao

3.534.458.OO6

t4t -7 54.5'25.2r-)C

3.411.680.200

I42.134.525.200

No APBD 2023 iRp) P-APBD 2023 (RP)

87 1- -790.878.286

r45.2118.943.206 145.546.205.400

7 43.960 _956.'i a93
Minirnal Belanja lnlrasttukur

r cr4J<!&ur r uvld lav.u .\ iEusuri

726.501.495.040Selisii (1-2)

_)

l



Komponen Perhitungan

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengalokasikan belanja infrastruktur
pelayanan pubtk yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung
terkait dengan percepatan pembangunan dan/ atau pemeliharaan
fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembargunan
ekonomi ciaerah ciaiam rangii'a meningkatkan kesempatan kerla,
mengurangi kemiskinal, dan mengurarrgi kesenjangan penyediaal
layanan publik a-ntar daerah paling rendah 4Oo/o (err.pat puluh persen)
dari tota-l belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer
kenada- daerah qanla-tau- d-esa sesr-r-a-i ketentr-ra-n br,rtir G.j h. I-amniran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenrzLny,
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

Selanjutnya, dalam ha1 persentase belanja infrastruktur pelavanan
publik belurn mencapai 4O%o (empat puluh persen), Pemerintah Daerah
menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daeralL
secara bertahap da-lam wal<tu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannl'a
Undang-Undang Nomor i Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahar Daerah, sehingga batas
akhir Pemerintah Daerah mengaiokasikan beianja inirasir ukrr-ri

sekurang-kurangnya 4O% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaern dan
Pengawasan pada Inspeldorat Pemerintah Kabupaten Mesuji semula
sebesan Rpa.7 63 -626.26a,OO berkurang sebesar Rp3.496.O 1O.82O,O0

menjadi sebesar Rp5.267.615.44A,OO atau 0,6%o dari total belalja
daera-h sebesar Rp889.507.162.189,00 antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pen'.:njeng urusell Pemenr-i::rte-h Deere-h

semula sebesar Rp7.O44.158.293,OO berkurang sebesar

Rp2.554.859.32O,0O menjadi sebesar Rp4.489.298. 97 3,OO ;
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Tabel 1O.1

Perhitrngan Beiaaja infrasirukrur Daerah

Jurnlah
Dal:rm

APBD 2023

a) Belanja Modal

l) TansI
2) Peralatan dan Mesin

3) Gedung dan Bangunan

4) Jalan, jaringan dan irigasi

5) Aset tetap lainnya
6) Aset tainnya

b) Belanjapeoeliharaan

1 .)n 6.0R 67n qRe

37.574.096.154

8_1.t24.574.734

')
a) Belanja Hibah
b) Belanja Bantuan Sosial

c) Belanja Bantuan Keuangan

Jurnlah Belanja Infrastruldur Daerah (l+2)

Persentase Belanja Infrastruldur terhadap
Transfer ke Daerah yang Penggunaarnya
Bersifat Umum

725.OOO.O00

3 121.423.670.444

-t 16,320;o

Jumlah Dal;rm

P- APr]D 2023
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2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan semula sebesar
Rpl .625.69 4.975,00 berkurang sebesar Rp888. 6 1 8. 500. O0 menjadi
sebesar Rp7 37 .O7 6.4-/ 5,O0;

3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula sebesar
Rp93.773,OOO,OO berkurang sebesar Rp52.533.OOO,OO menjadi
sebesar Rp4 1.24O.00O,OO.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota sekurang
kuralgnya lo/o (satu persen) dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507.162.189,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 'ft*run 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mengalokasikan
arggarzrn pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk
mendanai program dan kegiatan pembinaan dal pengawasan.
meiiputi:

1) kegiatan pengawasan, yaitu:
a) Pelaksanaan per:rbinazr.n dan pengawa :ian u rusilr-r pemeri n trrh er r,

yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bcntuk
pemeriksaan ketaatan ternaciap t<etentuan peraturarl
perundalg-undangal termasuk ketaatan pelaksanaan rior rll,
standar. prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerinral,
pusat; dan/ atau pemeriksaan kinerja;

bl Reuiu dokumen perencanaan pembangunan darn rer.r('ilni:,
keuangan daerah meliputi Rancalgan akhir rencana kcrj i-,

Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat
daerah, Ralcangan kebij akarr umum anggaran dan priorotas
piafon anggaran sementara, RI(A-OPD;

^l E^--;t.-^^- D--^^l^l^^6 ta-!!^-d^- n^^-^l^.L, .-i,,lr(-i,. oa,o-lr r Ll15(rura<rrr rr!qur16r!r

d) Reviu Laporan Keuangan;
e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probitg Attdit, Reuiu

Laporal lfinerja, Reuiu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

f) Penguatal tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas
meliputi, pengendalian gratifrkar;i, Pelaksanaan survei penilaian
irrtegritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
Asistensi oernbangunan refor masi birokrasi. Qspaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional
pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi
pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi
pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan
iiar-, Pemeriksaan inv-estigatif, Titdrai< iai-rjiit perja nj iral
kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalarn penanganart
laporan/pengaduan masyarakat yalg berindikasi korupsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badarr
pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
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2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas ApIp level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, peneralan
manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan mela.lui
pendidikan dan pelatihal serta trimbingan teknis minimal l2()
jam/tahun per APIP.

3) sarana dan prasarana pengawas€rn seperti: laptop, alat pengukur
beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 terltang Pedoman Penyusunan ApBD Tahul
Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensl pcnyelcnggarir
Pemerintah Daerah

Penyediaan angg€rran yang tercantum pada OPD Badan penge mbarrgrrr
Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp7.6O 1.235.93b.OO
berkurang sebesar Rp1.935.583.322,OO menjadi sebesar.
Rp5.665.952.614,OO atau 0,64%o dari total belanja daerah sebesar
Rp889.507. 162. 189,00, antara lain tercantum pada:

1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar
Rp4. 578. 2B8.486, OO berkurang seb€sa-r Rp7 99 . 2+9 .a22, 0 0 ii-,e i-,j a d i
sebesar Rp3.779.038. 664,OO;

2) Kegiatan Kepegawaian Daerah sernula sebesar Rp3.022.947.450,00
berkurang sebesar Rp1.136.O33.500,00 menjadi setresar
Rp1 -886.913.95O,OO:

3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar
Rp208.831.000,00 berkurang sebesar Rp77.366.000,00 menjadi
sebesar Rp 13 1.456.O0O,OO.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN tlirlam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah l)aerah, paling sedikit O,l6yo (nol koma enam belas
persen) d;rri total belanja dacrah sesuai ketentuan butir
D.16.a.2).c) {2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
R4 Tahur.r .).O22 tentang Pedomar, Penlnrsunan APRI) Tahrrn
Anggaran:l1rf3.

Untuk itu, ltmerintah Kabupaten Mesuji harus mempertahankan
:rlokasi anggarirn untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam
rangka pcngembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada
Pemerintah Desa dialokasikan semu-la sebesar Rp2.63 1. 28 l. 1 aO,OO

bertambah sebesar Rp33.288.820,00 menjadi sebesar
Rp2.664.570.000,00 atau 1O,OO7o dari total Pendapatarr Pajak Daerah
sebesar Rp26.645.7OO.0OO,0O, telah memenuhi alokasi anggaran
untuk Belanja Bagi Hasil Pajal Daerah kepada Pemerintah Desa
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerirtah Nomor 43 Tahun )Ol4 ter,t-ay:.g Pe!:a.tu!-an Pela-k.-sa-na.a-n

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
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Nomor 11 Tahun 2O19 dan ketentuan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampirrrrr
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tent.ang.
Pedoman Penyusltnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer:rh
Tahun Anggaran 2023.

C. Alokasi Belanja lagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran BelarlJ a Bagl Hasrl Retrlblrsl l)aerah
kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar
Rp9O3.176.826,00 berkurang sebesar Rp156.066.626,00 menjadi
sebesar Rp7 47.17O.2O0,O0 atau l0,OO% dari total Pendapatan
Retrit'usi Daerah sehesa:- Rp7 .4'/ !. t02.OOO,OO. telah rnen:er '-rhi
alokasi anggaran untuk Belanja Sagi Hasil Retribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalarn Pasal 97 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
sebagairnana teiah diubah beberapa k:li terai<hir ciengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2CL9 dan ketentuan huruf
D.16.d.2).a).(8) Lamprran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunal Anggaran Pendapatan dan
Rr-lania Daerah Tahrr.l,r Anssaran )O93

h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa

Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa
yalg dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintahan Desa dialokasikarr semula sebesar
Rpla1.6O9.525.2OO,OO bertambah sebesar Rp525.O00.O00,0O
menjadi sebesar Rp53.398.144.373,00 atau lL,7Oo/o dari total Dana
Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar
Rp458.5O8.746.53O,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada
Pemerintal.an Desa sebagailnana diamanati<:an dalam Pasai 95
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 ter:tarrg Peraturan
Pelaksanaan Undang-urrdang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturarr
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan ketentuan butir
D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tenlang P. edoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2023.

i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung prog!-am .iaminan
(esehatan Nasionai (JKI{} <iiaiokasikan semuia sebesar
Rp13.138.515.600,00 bertambah sebesar Rp2.O52.499.O00,00
menjadi sebesar Rp15. 190.946.600,00 atau 64,O4o/o dari totaL

pendapatan pajak rokok sebesar Rp23 .7 17 .599 .47 6 'OO, varlll
tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengclolazrn
Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah
memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung
program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% <lari

pendapatan pajak rokok sebagaimana dia:nalatkan btttir C .6 .

Lampiran Pcratuian l\4cntcn Dalam Ncgeri l\.lomc;' 34 Tchu
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BelarlaL

Daerah Tahun Anggaran 2023.
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7) Penyediaan anggaran y€rng ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesej ahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penvediaan Anggaran TP-PKK yang dialggarkan pada Sub Kegiatan
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp350.O00.00O,00 atau
O,O4o/o dari total belanja daerah sebesar Rp889.507.162.1a9,OO
dranggarkan untuk menciulorng pelaksanaan tugas dan iungsr 't P- PKK
Kabupaten melalui:

1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan
keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pacia OPD y€urg secara lungsional terkait dengan
penanganzrn pelayanan sosial dasar;

2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi
-^-:--l-^.^- 

l-.^l:.^^ :-^1..^--^ ^^:^l-.^-^ l^- t^^-^.-:^ l-^1..^-.--.
PCTTII rtsA.r f .Ltr AL.4rlLds r\rrl' .uB.t scJcurtcrcr r]dtr rrdlrirt,l,r)! 

^(tudrBd
bersih narkoba, keluarga arfii trafficking, darr keluarga yang
melindungi anak dari kekerasan seksual;

3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan
krrolifac DarAiAiV-n rlan Pancalzrloon F L.nnnni ralaIrri ^ani--lzor--ur,q. r v..trvrv.q

kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis
keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumahtangga, dan perko perasiar :

4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui (ierakan
Amalkan dal Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, lndah, darr
Nyamar dengan menCayagunakan lahan/ pekarangan dengarr
tanaman produktif dan bernilai ekonomi tirggi, melakukan
kampalye program diversifikasi pangan dan pemarnfaatan pangan
iokal sebagai upaya menguralgi algka siurriirrg, perrr irpaittri 1.r,.ritr

pangan harapan dan altisipasi rawan pangan serta mendorong
pengembangan :-umah sehat layak huni/tata laksana rumahtanggal

5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap clar
'T'^---.L El^-^^-^ 

-^l^1,,; -^-;-^1.^'^- ^^^^^l^l^^- -^,.1,. l)..,.r anrBlilrrr lJ\.rrrr(6^a!<r., p\,,,6!rvrqurr Puuu I \,.t

Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Keluraharr antara
lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital
untuk ibu/anak, Antropometi, Thennometer, insentif bagi Kader
PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain
yang krdarnpak largsung pada penurunan angka kematial bayi
(AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat dalam mevruj udkan keluarga
yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga. peningkata;t
peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan
dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh
dalam perencanaan keuangan sehat;
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6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan
,! 0 Prograrn Pokok PKK. yang melipr-rti:
a) penghayatan dan pengamalan pancasila;
b) gotong royong;
c) pangan;
d) sandang;
e) perumahan ctan tata iaksana rumah tangga;
f) pendidikan dan keterampilan;
g) kesehatan;
h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
i! kelestaria:r Lingl<:lgan lr.itlt.to', dan
j) perencanaan sehat.

7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tirn Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKI() Kabupaten
Mesuji dianggarkan dalam APBD Tatrun Anggaran 2O23 dengan
memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub xegiatan paclir

OPD dengan memedomani klasifil:asi, kodetrkasi deLn nomenklatur
perenc€rnazrn pemban€unan dan keuangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) pemerintah daerah juga dapat menganggarkal dalam bentLrl(
Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci
menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program.
kegiatan dan sub kegiataa sesuai dengan tugas dan lungsr 'iinr
l-l^---^-^1- f)l/ l/ A^--^- ^;..;j^^ ,.-+,,1. --^-l. l'....,-llrBBlJl d,l\ r i!t\ ucrr6dul Prl(,rrt.rs P( rlBBurrdd-rr urrtLr^ rrrcrruL]^Ltrlii

upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurun.lil
Stunting, pengelolaan Posyaadu, pengelolaal 1O Prograrn Poxox
PKK, kegiatan balcti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan
Kader Dasawisma, dukungan perekenomian berbasis keluarga,
peningkataa ketahalan keluarga di bidang pangan dal saldang,
dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha
kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional
Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Mesuji serta kegiatan
iainnya

9) penganglaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas
SDM penerima hibah.

Selanjutnya, daiam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK
provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program,
kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel
pemetazrn sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedornan Penl'usunal APBD Tahun lktggaran 2423.
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b. Alokasi Anggaran untuk Peiaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunal Bahan
Perumusan Ketrijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauar Orang Asing, Tenaga Ke4a Asing, dal Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagairn
Bidaug Kewaspa,iaaii, selta Pe ii ati gaua.i r Kuirilik ,.-li Dacr,,i, 1-.,,,.i.,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semula scbcstrr
Rp494.673.4OO,OO bertambah sebesar Rp 1.589. r:38.600,00 merlacli
sebesar Rp2.084.312.000,00 alau O,23oh dari totai belanja dacrah
sebesar Rp889.507.162.189,00 dia-nggarkaa guna mendukung
Pcningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinatr Daerati
Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagar
pelaksanaan urusa.n pemerintahan umum yang menjadi kewenangan
Presiderr sebagai kepala pemerintahan dan diiaksanal<an oleh
(ltrhernrtr Rrtnati /Wali Knta dan Carnqt di rvilarrqh lu eriq rnasin.r.
masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Talrun Angg;aran 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
sebesar Rp IOO.OOO.OOO,OO atau O,Ollo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 162.189,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan
Pelaksanaan Kocrdinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Omras, Evaluasi dan liediasi Sengketa Omras, Pengaw-asal Ormas
dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2006 dal Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pelalsanaan Tugas
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama
dal Pendirian Rumah Ibadah, n€unun alokasi €rnggar€rn tersebut
dinilai belum cukup memadai dalam membangun dal merawat
kerukunan umat beragama di Kabupaten Mesuji.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus menyediakan aiokasi
anggar€rn yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas
Bupati/Watil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah lbadah yang dianggarkan pada perangkat daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa
dan politik melalui hibah sebagaimana .unanat Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 903/6397 /SJ tanggal 25 November 2020 tentang
Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam
a^^-^-^^ D^-.{^-^+^- I^6 A^l^6i^ r'r^^-^L
I Li itsB.ri d-i f uilucrPaLa-l'r u<ur L,rvran rJq
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d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Prodrrk IIsaha Mikro, I Isaha Kecil dan Menerurh

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Keci-l dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDL4, serta Desain dan
Teknologi semula sebesar Rp 1.O47.95O.OOO,CO berkurang sebesar
sebesar Rp300.977.500,00 menjadi sebeszu' Rp7 46.97 2.500,00 atau
0,084% dari tota-l beiarr.ja barang dan jasa dan beianja modal dr luar
belanjrr modal tanah sebesar Rp889.5O7.162.189,00 dianggarkan
sesuai ketentuan Instruksi Presiden llomor 2 Tahun 2022 tanggal 30
Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
f)alam Neqeri dan Prndrrk I Isaha Mikro I Isaha Kecil dan Konerasi
Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia Pada Pelaksanaan Peri.gadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji belum memenuhi alokasi penggunaan
produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan
menengah sekurang-kurangnya 4O%o (empat puluh persen) dari tota-l
belania barang dan jasa dan belanja modal di luar belalja modal tanah
sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 agar
mengalokasikurn €rnggarErn penggunaan produk dalam negeri darr
produk usaha mikro, usaha kecii rlan rnenengaJ sekurang-kurangnya
4OVo (ernpat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan
belanja modal di luar belanja moda-l tanah sesuai amanat Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a.

^ Al^t-^^: a---^-^- ..-+..'1, D^-^--^-^- f)^---^1-:+ tr..l..+ .l^- r,,..1-.L, nl\rl\a.st .rtrtBts€ucl-rr (rllruA I, ulrdrlBd-rlcur rElr]cr_AlL rvll,,rlLr'. tlarr r\ur\Lr

Penyediaan anggaran penangan€rn Penyakit Mulut dan Kuku
sebesar Rp30l. 15O.0O0,0O atau O,O34o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507.162.L89,OO agar dianggarkan pada Sub Kegiatan
p-^aa^Aaliaa Picilza rlan Panoncm,loncon Darrralzit I-Iprrran rlonr er^6e^^u4(:Jr I e^r\!.bbqrqr^trq! t

Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam
pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan
Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2022 tentang Penanganal Penyakit Mulut dan Kuku di
Daerah.

f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Penyediaan €rnggarzrn yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Admiriistrasi
Pemerintahan Desa semula sebesar Rp 1O2.O 15.950,0O bertambah
sebesar Rp 1 5.928.000,00 menjadi sebesar Rp 1 1 7.943.950,00 ;

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa semula

sebesar Rp39.926.3OO,OO berkurang sebesar Rp39.926.30O,oO
menjadi sebesar RpO,OO;

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keualgal Desa semuia sebesar

Rp 104.6 14.500,00 bertambah sebesar Rp24.942.5OO,00 menjadi

sebesar Rp129.557.0O0,00;



-56-

4) Sub Kegiatan Pembinaan Pember<layaan BUM Desa dan Lembaga
ke4a sama zintAr desa semula sebesar Rpl S-3,O79 1OO,OO

berkurang sebesar Rp99.164.000,00 menjadi sebesar
Rp53.915.1OO,OO;

5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba
Desa dan kelurahan semula sebesar Rp 142.607.5O0,00 berkurang
sebesar Rp 1 2.O20.000,00 menjadi sebesar Rp 130. 587. 500, 00.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G-51 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyrrsunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggarall untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaaa anggaran yang tercantum antara lain pada:
1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota

sebesar Rp1 17.57 8.OOO,OO;

2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi tidak
dianggarkan.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.8 I .bh Larnpiran Peratu rarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penl'usunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Barrtual Hukum

Penyediaan anggarzrn yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi
Bantuan Hukum semuia sebesar Rp149.63 1.2OO,OO berkurang
sebesar Rp75.549.150,00 menjadi sebesar Rp74.082.O50,00
dianggarkan sesuai ketentuan brrtir G.45 Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang Pedoman Penyusunar
APBD Tahun Anggaral 2023, dalanlr pelaksanaanya agar clidukr,rng
cieng regulasi yang sesuai ciengan Peratu-ran Perunciang- unoangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Cienerasi
Muda

Alokasi anggaran Calam rangka pembr'naal ideologi Pancasila pada
generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan u.rusan
pemerintahan umrrm sekurang-kurangnya O,5o/o (nol kom:r lima
persen) dari total belanja daerah semula sebesar Rp660.12a.050,0t)
berkurang sebesar Rp322.160.050,00 menjadi sebesar
!ir^aaFz a'tA A rtrl.l nn ^^^,,^: t--l'^-+,,^- t-,.+:- /\ 1A I ^^-;-^- D^-^.,,-^-r\P\rur. \r.r' LaarrPj'r cu

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Ikbupaten Mesuji beium
mengalokasi arrgg€rran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila
pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusarl
pemerij:rtahan umum.
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Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada
generasi murla sesr-rai kelentuan dalam Petalt-tran Presiden Nomor 51
Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Berrdera Pusaka dan
berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2O2O-2O24, Pemerintah
Kabupaten/Kota Mesuji menganggarkan dukungan pendanaan
program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Pasi<ibraka), meilputr:
1) pembentukan Paskibrafta;
2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
Zl ^al6l,a--4-6 trrd-c Drr-anaol,iF--L'- n"r- D^-^^-ir--.

5) pembinaan ianjutan k-'pada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan

6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaar dan Purna
paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Peny'usunan APBD
Tahun Angqarai 2023.

j. Penyediaar anggaran yang bersumber dari BLUD, antar.t iLrul

tercantum pada:
1) Belanja Pegav,ai BLUD semula sebesar Rp233.3OO.O0O.t)t)

bertambah sebesar Rp2.967 .14O.000,00 menjadi sebesar
Rp3.200.440.OO0,00;

2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar
D-1() oaq l47 nia n6 l---+--L^L --l---^- D^a n 1''7 '7 1a ,AA a\t\r\Prl.,uv.rr r\P\/-va

menjadi sebesar Rp28.O02.465.450,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2O14 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.3O Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp606.695. 120. 183,oo

bertambah sebesar menjadi sebesar Rp6.345.268.1 1 1,OO atau 68,92/o dari
total belanja daerah sebesar Rp889.5O7.162.189,OO merupakan
pengeluaran ang,Earan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah
yang memberi manfaat jangka pendek sebagaim.ana dimaksud dalarn
Pasal 55 ayat (21 Peraturan Pemeri;rtah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran beianja operasi yang antara iain tercantrrm pada

objek belanja:
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a. Belanja Pegawai

Jurnlah aiokasi tselanja Pegawai sernula sebcsarr
Rp3O6.232.36O.275,OO bertambah sebesar Rp7.375.587.327,OO
menjadi sebesar Rp3 13.6O7.947 .aO2,OO atau 35,26Vo dari tota-l belanja
daerah sebesar Rp889.507. 1 62. 189,00 belum memenuhi ketentuan
alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan
mela,lui T\rnjangan Kinerja Daerah maksimal 30olo (tiga puluh persen)
dari total belanja Daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

I I Gnii dqn T\rni,rnoan Anaralr rr S'inil Neoqra f ASNI_, "-J-

Penyediaan €rnggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar
Rp 183.70 f . i 73.625,00 bertambah sebesar Rpa. l9 I .09 L95O,0O menjadi
sebesar Rp1a7.a92.265.575,OO atau 2l,l2o/o dari total belanja
daerah sebesar Rp889.5O7 . I 62.189,0O dapat dianggarkan dengan
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan iunjangan
ASN serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi
pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkar acress yang besarnlra maksimum 2.5o/o (dua
koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1)j).(1), butir
D.16.a.1)j).(2), dan butir D.16.a.1)j).(4) tampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 terl,tarrg Pedoman
Penyusunan APIJD 'l'ahun Anggararr 21J23.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
ke{a, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH, Pimpinan dan
Anggo ta DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatal ASN
semula sebesar Rp8.734. 176.947,00 berkurang sebesar
Rp168.173.646,00 menjadi sebesar Rp8.566.0O3.301,00
yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan
Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2O23, Peranxan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7O Tahun 2O2O ientang Penyetorar Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah dr

Linglcungan Pemenntah Daerah dan butir D.15.a. 1ii).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentaag Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaral
202s.

Selanjutnya. pen-Yediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel. 11

sebagai berikut:
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Tabei. 1 1

Relanja Trrran ,laminan Kesehafan ASN

NO KOMPONEN PERHITUNGAN

Penerimaan

Belanja Gaji Pokok ASN

APBD TA 2023
JUMr-cH (Rp)

t37 .297 .73A.a51,OO

P APBD TA 2023
JUMI,\H (RP)

I

I

I

c Belanja Trrnjangan Jabatan ASN 4 347.A23.200,OO

d Be ASN 8.329.818.050,00

Belanja Tujengan F\ngsional Umum
ASN

2.7o2.446.294.OO

I Belanja Tambaian Penghasilan ASN 45.953.7E5.404,00
Jumlah Penerimaan l I _387.991.O r2
luran yan6 harus dibayarkan pumlah

a.455.5 I 9.6.+0,48
Penerimaan x 4

9.992.388.0s0,00

2.631.O4O.646.OO

43. t 0a.ooo.ooo,00
212 .337 .536 .934 00

a.493.501 .477 .363

4 Alokasi BeLanja luran Jaminan Kesehatan ASN
pada APBD

a .7 34 .176.947 ,OO

278.657.306.52

139.201.266.446,OO

Erat-ria T\!ii2nc-n l/at!!-rno asN I o 7<a 
"'ro 

,r :r arn r ? a<, 
"ae "<. 

nn

3.950.453.400,00

2

8.566.003..30l ,00

Selisih Iebih bayar (angka 4 - angka 3) 72.sO1.823.64

Berdasarkan tabel diatas, besaran a,lokasi ang;aral iural
jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat
besaran alokasi Iuran Jarrrinan Kesehatan ASN seharusnya
sebesar Rp8.493.50 J .4'l'l ,36 atau terclapat selsth leblh
sebesa-r Rp72. 5O 1.823,64, Selisih lebih dapat dianggarkan
apabila terdapat utang kepada penyelenggaran Jaminan
Kesehatan.

Untuk itu, PemerintahKabupaten Mesuji harus
nrenyesuaikan besaran alokasi €urggzrran luran Jaminan
Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosia-l Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tallrtn 2Ol I
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasa,l 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden
Nomor 82 'l allun 2UI8 tentang Jamrnan Kesehatan
sebagaimala telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2O2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun
2O2O tel:tar:.g Penyetorat b,::an 'J a-mitan Keseha-ta-n Bagi
Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
dan butir D. 16.a. 1)j).(5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

(21 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagr DPRD sebesar
Rp75.775.016,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan
anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 4O Tahun 2OO4 tentalg Sistem Jaminan
Sosial i,iasionai sebagaimana teiah ciiubah Unciang- un<iang
Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undaag Nomor 24 Tahun
2OlI tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
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sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun
2023, Pasal 3O, Pasal 33 dan Pasal 33a Peratrrran Presiden
Nomor 82 Tahun 2O18 sebagairnana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7O Tahun 2O2O terrtang Penyetoran Iuran Jaminan
Kesehatan bagi Peke{a Penerima Upah clr Lmgkungan
Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1)j).(5) Lampiran
Peratura-rr Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2o23

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Belanja Iuran Jaminan Kesehata-n DPRD

N()

3

KOMPONEN PERHITUNGAN

d. Belanja Tunjangan AIat Kelengkapan DPRD

. Belanja T\rnjangan Alat Kelengkapan t ainnya-. DPRD

APBD TA 2023
JUMLAH (Rp

782.040.000

P.APBD TA
2023

JUMLAH (RP)

luran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 86.940.462,36 86.952. i 37,80
40/-

Alokasi Belanja luran Jaminar Kesehatan DPRD
APBD

Selisih iebih bayar (angka 4 - angka 3)

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi angqararr iuran
jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD,
belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan
Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya
sebesar Rp86.952.137,80, atau terdapat seiisih i<urang
sebesar Rpf f . 177. 12 1,8O.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil
Bupati sebesar Rp5.419.60O,O0, yang diperuntukan bagi
Bupati/Wakii Bupati dianggarkart scsuzri ketentuan
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 20O4 tentang badan
Penyelenggara Jamiqarl Sosial sebagaimala telah diubah
Undang-unclang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2O 11 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor
6 Tahun 2023,Pasal30, pasal 33 dan pasal 33a peraturan

Penerimaan

b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Belarja T\rnjangan Jabatan DPRD

Belanja Uang Representasi DPRD

C

1o9.209 .240

1. t 62.306.950

107.833.761

r.145.297 .580

116.O17.O59103.746.195

t6.209 . 17 4 t4.794.645

2.173.511.559 2.173.511.559

4 a7 .722.502

782.O40 (rr.177.12r,8O],

I
789.860.400

Jumlah Penerimaan2

75.775.O16
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Presiden Nomor 82 Tahun 2O18 sebagaimana telah diubah
beherapa kali ferakhir dengan Peraluran Presirlen Reprrhl'ik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2O2O, Peratluran Menteri Dalam
Negeri Nom.or 70 Tahun 2O2O tentang Penyetoran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerirna Upah di
Lingkungarr Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a. 1)j).(5)
Lampiran Peraturan Menteri Daiam Negen Nomor 84 I ahun
2022 tentang Pedornan Penyusunan APBD Tahun
Aoggpran2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan
Kesehatan br.g Bupati/Wai<.il Bupati sebagaimana
tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

KOMPONEN PERHITUNGAN

a
Belanja Gaji Pokok
KDH/WKDH

Jumlah Penerimaan
Iurar yang harus dibayarkan

umlah Penerimaan x 4o/o

Alokasi Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan KDH/WKDH pada
APBD
Selisih tebih bavar (aneka 4 -

55.300.O00.o0 55.300.000.o0

5.880.000,00

1s9.460.000,00 1r9:190!e040

6.378.400,OO6.378.400.OO

s.419.600,00

(y i)6 . olJrr, (,t-r, l:rJ6.orr(],rfuJ3

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran
jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum
aecrrai dencran lzatFntrrar- iiara+r 'r.ar'! nenrnrlano-r rndqncarr

mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Bupati/Wakil Bupati seharusnya sebesar Rp6.5378.400,00
atau terdapat kurang kurang sebesar Rp958.800,00.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
yang diperuntukan ba 8t, Bupati/Wakil Bupati, Pimpinari dan
Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan
bagr ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula
sebes€r Rp267.866.465,OO bertambah sebesar
Rp39.897. 89 l,O0 menjadi sebesar Rp3O7.764. 356,OO ;

No
APBD TA 2023
JUMTAH (Rp)

P APBD TA 2023
JUMLAH (Rp)

1

b
Belanja Tunjalgan Keluarga
KDH/WEDH 5.880.OOO,O0

Belanja Tunjangan Jabatan
KDH/WKDH

98.280.000.oo 98.280.000.00

2

3

5.419.600,00

Tabel 13

Relanja Turan ,Iaminan Kesehatan KDH,/WKDH

Penerimaan

C.

4



(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula
sebesar Rp788.792.91 l,0O trertamhah seiresa!:
Rp122.337 .7 97,OO menjadi sebesar Rp9 I 1. 1 30. 7O8, OO ;

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (11

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2O 15 tentang
Jaminan Kecelakaan Ke{a dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Apa-ratur Sipil Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol7 dan
butir D.16.a.1)j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentatg Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Mesuji harus mengalokasikan:

(a) Belanja lui:an Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
seharusnya sebesar Rp334.O83.039,57 atau O,24Yo dart
gaji pokok sebesar Rp139.201.266.486,00 sehingga
terdapat selisih kurang sebesar Rp26.3 I 8.683,57;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya
^^!--..^- t)-A 1"' t-t\a -r6t\ AL ^r^., n al\o/ )^-: -^:: -^1.^t,SLrr!541 r\y-l r r.!rv!r., 77r-fu d.l€tll Vrrrv,/U tlcLr r 6a-J r P\J'\\J t\

sebesar Rp 1 39.20 1.266.486,00 sehingga terdapat selisih
lebih sebesar Rp493.526.908,54.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan
kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical CLeck Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.0OO.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar
Rp55.000.0O0,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D . I 6 . a .21 .cl -(21 .(c)

Lampiran Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 84 Tahwn 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Mesuji,
dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7 lentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2O23.

3) Haf( Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, yang antara lain:

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula
sebesar Rp19.756.773.643,O0 bertambah sebesar
Rp 1.484. I 67. 7 7 3,OO menjadi sebesar Rp 2 1.24O.94 1.4 I 6,00,
yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
disesuaikan dengal Peratir-an Pemerintair Nomor i8 Tairuii
2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ratyat Daerah sebagaimana telah

-62-
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2O23
dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksalaan dan Pertanggr.rngiawaban Dana Operasional
dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efrsiensi,
kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam
penggunaan anggaran.

Selanjutnl'a, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan
DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
antara lain diuraikan pada:

1li Belanja Uang Representasi DPRD sebesar
Rp782.O40.OO0,O0, alokasi Belanja Uang Representasi
DPRD tersebut belum sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentangHak Keuangan
dan Adnrinistratif Pimpinan dan Axggota Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah, alokasi anggaran seharusnya
sebesar Rp782.O40.000,00 atau terdapat selisih lebih
sebesar Rp7.82O.4OO,OO, sebagaimana tercantum dalam
Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

URAIP.N

Ketua (setara
dengan gaji pokok
Gubernur)

Anggota (75olo dari
uang reprentasi
Ketua DPRD)

Uang represe-ntasi
x 14 Bulan)

JUMT"AFi GAJT
POKOK DAN

UANG
REPRESEN'TASI

(Rp)

2.100.000,oo

3.360.OOO,OO

'14 50.400.000,oo

JJ 7 82.O4O -ir(tr),OO

.IUMLAH (IA.ii
POKOK DAN

UAI{G
REPRESENTASI

(Rp)

2.100.0o0,00

JUML,AH
PIMPINAN

DAN
ANGCO'I'A

11

3

D

ll

,2 3.360.OOO,OO

50.400.000,00

Ji) 782.040.OOO,OO

782.040.OOO,00

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD semula
sebesar Rpl.162-306.950,00 berkurang sebesar
Rp 1 7.OO9.37O,OO menjadi sebesar Rpl.145.297 .58O,OO dan
alokasi Belanja T\.rnjangan Jabatan DPRD tersebut telah
memenuhi arnanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

APBD TA 2023 P-APBD TA 2023

Wakil (8O% dari
uang representasi
Ketua DPRD)

,2

2

Jumlah Pimpinan
dan Angggota

35 35 354

Alokasi uang
representasi pada APBD

.1)

Selisih lebih bayar

789.860.400,O035

7 .420 .400.oo

JUMI^A.H
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

NO

2
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sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor I Tahr.rn 202.3 af au l45o/" dan rr-ang Represertasi.
Llntuk itu, PemerintahKabupaten Mesuji untuk
mempertahankan kesesuaian alokasi alggaran untuk
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD semula sebesar
Rp1O3.746.195,OO bertamtrah sebesar Rp12.27O.864,OO
merjadi sebesar Rp I 16.O 17.O59,0O;

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan
Anggota DPRD semula sebesar Rp2.712.15O.000,00
bertambah sebesar Rp249. 165.OO0,OO menjadi sebesar
Rp2.895.165.000,00 belum sesuai ketentuan Fasal 8 ayat 6
huruf c Peraturan Pemerintalt Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
h^.-.^- n^--.^l-:t-- D^l--^+ n-^-^!- ^^L^-^:-^-^ +^l-'r- ,J:,.L^LlJEr/vdlr aut rt.rr\1l€Llr l\dAJ ctt lJclcL d]l su rJctBc(rlrcu rct lt-id,l l t-flrlrJctrl

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan
Peraturan It{enteri Dalam Negeri Nomor 62 Tabur, 2Q t7
tentang Pengelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertalgglrngiawaban Dana Operasional,
a,lokasi zrnggarurn seharusnya sebesar Rp2.646.OOO.OOO,00
atau terdapat selisih kurang sebesar Rp249.165.OOO,0O,

sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut.

Tabel 15

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimp'ran dan
Anggota DPRD

APBD TA 2023 P, APBD 'IA 2023

NO

2

tlJrltr\rlIE r!
PERHITUNGAN

3 x dari uang
representasi
Kerua DPRD
selama 12
Bulan
seharusn

Alokasi
Tunjangan
Komunikasi
lntensif pada
APBD
Sclisih

UAI\iG
REPRESET,ITASI

(Rp)

2. 100.000

2.712.150.0OO

(66.1sO.OOO)

UANG
REPRESENTASI

(Rpl

35 2.100.ooo

2.646.OO0.OO0,00

35 2.895. 165.000

(249. l6s.ooo.oo)

JUMLAH
PiMPIiiAi'{

DAN
ANGGOTA

DPRD

J UMLAH
PiMPii\iAi\i

DAN
ANGGOTA

DPRt)

35

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp678.037.500,00
belum sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalanr Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tettang Pengelompokan

Jumlah Pagu 2.646.OOO.O00,OO

3

I
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Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan clan
Pertanggunglawaban Dana C)perasional sehamsnya sehesar
Rp66 l. 5OO.0OO,OO sehingga terdapat selisih kui:ang sebesar
Rp16.537.50O,O0, sebagaimana tercantum dalam Tabel 16
sebagai berikut:

Tabci i6
Belanja Tunjangan Reses DPRD

APBD TA 2023
(1)

APBD TA 2023
(2)

NO
KOMPONEN

PERHITUNGAN

3 x dari ualg
representasi Ketua
DPRD (KKD Rendah)

Selisih

JUMI,AH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

DPRD

UANG
REPRESENT

ASI
(Rp)

661 .500.OOO35 661.500.ooo

678.037.500
(16.s37.sOO) (16.537.sOO)

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD semula sebesa-r
Rp6. 562. 384. 47 2,OO bertambah sebesar Rp606.595. 52 8,00
menjadi sebesar F.p7. 168.980.000,00 harus mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dai-r Administr-atif Fimpinan da-u Anggota Dewal
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peratrrral Pemerintah Nomor 1 Ta.hun 2023 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 20O6 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2OO7;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula
sebesar Rp7 .2a6.295.527 ,OO berta:nbah sebesar
Rp68i.846.973,0O menjacii sebesar Rp7.968.i42.500,00
trarus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Ter hadap Belanja pada angka (6) darl angka (7) tersebut
diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangaa dan
Aciministrasi Pimpinan cian Anggota Dewan Perwakiian
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O23, Pemberian Trrnjangan
Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tuniangan Perumahan
dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi.

UANG
REPRESENTA

SI
(Rp)

JUMI,AH
PIMPINAN

DAN
ANGGOTA

DPRD

2
Alokasi Tunjangan
Reses pada APBD 678.037.500

1 35
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b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar
Rp20l.600.000,00 belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat J
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7 tenta;rg Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintatr Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan
Menteri Daiarn Negeri Nomo:' 62 'l ahlrn '2Ul r tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pela-ksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
seharusnya sebesar Rpl 1O.88O.OOO,OO sehingga terdapat selisih
ln-trans sehesar RnaO 72O OOO OO sehaoaiLtana lprca-!-rlrrm

dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17

Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO

Ketua DPRD

Wakil Ketua DPRI)

APBD TA 2023

2x l orang x Uang
Representasi Ketua
DPRD x 12 bulan
l,5x2OrangxUang
Representa.si Wakil
Ketua DPRD x 12 Bulan

APRD TA 2023

2x l orangx Uang
Representasi Ketua
DPRD x 12 bulan
l,5x2OrangxUang
Representasi Wakii
Ketua DPRD x 12 Bulan

KOMrc,i\iEi'i
PERHITUNGAN

Jumlah Dana
OpereLsionaJ

1 10.880.000 1 10.880.0002 seharusn

241.030.000 201.600.000

.720.OOO

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
TaLrurl 2O 17 terrtang Perrgelorrrpokrut Kerrranrrpuani Kctiarrgal
Daerah serta Pelaksarraan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam pengguna€rn anggaran di-rnaksud.

Da-lam hal aiokasi anggarnn tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas,
standar harga setempat yal1g berlaku, dan standar luas
bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara
selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Ker,rangan dan Adrninistratif Pirnpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor i Tahun 2023.

130.200.ooo

Alokasi ualg
representagi pada
APBD

Selisih

I
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4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
F)aerah
Belalja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati
sebesar Rp400.800.O0O,O0 atau O,52o/o dari total Pendapatan Asli
Daerah sebesar Rp77 .472.722.619,00 dapat dianggarkan darl
penentuan besarannya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2\ Peraturan
Pernerintah Nomor IO9 'l'ahun 2OL]O tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah
Rp400.000.000,00 dan paling tinggi O,4Oo/o dai target Pendapatan
Asli Daerah di atas Rp50.OOO.OOO.OOO,OO sampai dengan
Rnl5O OOO OOO OOO O0.

Kabupaten Mesuji belum memenuhi alokasi €rnggaran dimaksud
sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan €rnggaran tersebut harus
berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keualgan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.

5) 'Iambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggzran Belania Tambahan Penghasilan ASN semula
sebesar Rp46.775.9 1O .4O4,OO berkurang sebesar
Rp3.667.910.404,00 menjadi sebesar Rp43.108.000.000,00 atau
4,85% dari total belanja daerah sebesar Rp889.5O7. f62.189,OO yang
diuraikan ke dalarn rincian objek belanja Tambahan
Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semuia
sebesar Rp45.953.785.4O4,OO berkurang sebesar
p^, ea< '7aa, a6L oA nraniarti <ahpaaf Fn42 lftR nnn nnn nn.
^\l/-ru.vrr

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran
sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2O 19 tentang Pengelclaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a. 1)j). (7)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 'l'ahun 2O22

tentang Pedoman Penlmsunan APBD Tahun Anggalan 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat memberikan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil
i'iegara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampual
keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang
ditetapkal dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada

Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenai TPP. Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN
setelah mendapat persetujuan Menteri Da1am Negeri.
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Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian
Tamhahan Penghasilan Pegawa i kepada Aparatnr Sipil Negara, maka
Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan
kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan
besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada
Aparatur Sipil l\egara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan
'l ambahan Penghasilan Pegawar kepacia Aparatur Sipil Negara'lahun
Anggaran2O22.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASN semula sebesar Rp54.978.777.003,00 bertambah sebesar
Rp2.4Oi.O98.2OA,AA menja.li s--besar Rp57.379.875.2 i i,0O atau
6,45o/o dari total belanja daerair sebesar Rp889.5O7.162.189,OO yang
antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belarja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar
D-O.)^ aOE r\/\/\ /\r\-l\P(rJ.a. zoJ.t-ru\J r\JiJ r

b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
sebesar Rp372.055. 100,00;

c) Belanja T\rnjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
sebesar Rp37.4 i4.458. i i r,OO;

d) Belanja Tambahan Penghasilan (Tarnsil) Guru PNSD sebesar
Rp8.221.1OO.OOO,OO;

e) Belanja Honorarium semula sebesar Rp9.093.290.O00,00
berkurang sebesar Rp793.070.0OO,0O menjadi
sebesar Rp8.3OO.22O.OOO,OO yang diuraikan ke dalam sub rincian
objek belanja:

(1) Belanja Horrorarium Penanggungiawaban Pengelola Keuangan
semula sebesar Rp7.256.O6O.OOO,OO berkurarg sebesar
Rp74O. 56O.OOO,OO menjadi sebesar Rp6.5 1 5. 50O.OOO,OO;

(2) Belarja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula
sebesar Rp 1.837.230.0OO,0O berkurang sebesar
Rp5'2. 5 i O.00O, O0 menjarii sebesar Rp 1.7 a4 .7 20.OOO, OO ;

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

a) Pasal 6 ayat (1) hurul b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaataa Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribtrsi Daerah untuk insentif
pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana
Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan
Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber
dari APBN Tahun Anggararr 2O23 melalui DAK Non Fisik, insentif
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif
dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai ber:upa
helaniq iaca ncnoel^lqan RI\ID scrfq hnnnrqrir rrn vans dial r rr

dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objelrtif lainnya sebagaimana
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maksud butir D.l6.a. llj).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 84 Tahun 2C)21 tentang Pedoman Penrnrsrrnan
APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan
retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima
insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OIO tentang Tata Cara
Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Fajak
Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam
nelaksanaennva hr-rdaserkan kenalrrfan kewaiaren den
rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungiawab,
kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O lentang Standar
Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir
D. 16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahrrn 2022 tentang Pedornan Penvttsrtnan APRD Tahrrn
Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan
prinsip ehsiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewqiaran dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatal sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kirrerja kegiatan dimaksud serta starrdai- l-rarga
satr.ran yang ditetapkan oleh Bupati.

c) Pasal 3 alat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2l Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional (Jnfrrk ,Iasa Pelayanan Kesehatan dan
Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama MiUk Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp266. 5O6. 283.506,O0 berkurang sebesar Rp976.8 I 5.O96,OO menjadi
sebesar Rp265.529.468.4 1 0,00 alau 29,85o/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 162.189.00 harus digunalan untuk pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dai 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian
sasaran prioritas daerah yafig tei'carituni dalani RPD pada OPD tei'kait
dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran penggunaan anggar€rn sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2l.al Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
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Penyediaan angg€rran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain
tercar,fum pada otrjek:

l) Belanja Barang semula sehsar Rp47.852.905.773,OO berkurang
sebesar Rp4.247 .a 19.688,00 menjadi sebesar Rp43.605.086.O85,OO
alau 4,9Oo/o dari tota-l belanja daerah sebesar Rp889,5O7.162-la9,OO
yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar
Rp47.852.9O5 .7 7 3,OO berkurang sebesar Rp4.247 .A 19.688, OO

menjadi sebesar Rp43.605.086.085,00 atau 4,9O%o dari total
belanja daerah sebesar Rp889.507.162.189,00 yalg antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(1) Beialja Bahan.Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar
Rp 1 3.8 1 3.3 1 3.90O,0O trerkurang sebesar Rp904. 623. 85O, 0O

menjadi sebesar Rp 12.9O8.69O.O5O,OO;

(2) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
semula sebesar Rpl.610.O39.42O,OO berkurang sebesar
Rp2 1 O. 296.OOO,OO menjadi sebesar Rp 1.399. 743. 42O,OO;

(3) Relanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak
semula sebesar Rp5.293.534.621,OO berkurang sebesar
Rp34 1.2OO.37 8,00 menjadi sebesar Rp4.952.334. 243,OO:

(a) Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

semula sebesar Rp342.182.600,00 berkurang sebesar
Rp I 4.484.O0O,O0 menjadi sebesar Rp327. 698. 600,OO;

(5) Beianja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
semula sebesar Rp513.730.000,00 bertambah sebesar
Rp I 9.737.90O,00 menjadi sebesar Rp533.467.9OO,00;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp3.600.OO0,O0;

(7) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp2.144.513.688,00
berkurang sebesar Rp25.697.24O,OO menjadi sebesar
Rp2.118.816.448,OO;

(8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula
sebesar Rp9.647 .2a7 .600,00 berkurang sebesar
Rp 1. 670. 600.600,00 menjadi sebesar Rp7 .97 6.687 .000,00 ;

(9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula
sebesar Rp925.385.0OO,OO bertambah sebesar
Rp464.78 1.0O0,O0 menjadi sebesar Rp l. 390. 1 66.0O0,OO;

(10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan
U rusan Kesehatan semuia sebesar Rpb5. I00.U00,00
bertambah sebesar Rpla.670.OO0,0O menjacli sebesar
Rp79.77O.O00,0O;

(11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar
rl-rr\ r\rlr\ /t/.\/l rlrl-r\PTV.rJ1.,V.\Jt,\-r rVV,
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(f 2) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula sebesar
Rp45.600.O00,00 berkurang sebesar Rp14.40O.OOO,O0
menjadi sebesar Rp3 1.200.O00,00;

(13) Belanja Pakaian Adat Daerah semula sebesar RpO,0O
bertambah sebesar Rp94.5OO.OOO,OO menjadi sebesar
Rp94.500.000,00;

(14) Belanja Pakaian Batik Tradisiona-l semula sebesar
Rp171.500.0O0,00 berkuiang sebesar Rp18.55O.O0O,00
menjadi sebesar Rp 152.950.O00,00;

dapz.t dianggarkan namun dalarn pelaksanaannya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata yang dida sarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah pegawai dal volume pekedaan serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
)O)) dencan meneraokan rliqitahsasi nengelnlaa-n adminislrasi
dalam rangka eflsiensi dan efelctifitas penggunaannya sesuai
ketentuarr Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 T alrun 2Ol4
tentarrg Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O,

Pasai 3 ayat (i) Peratural Peruerintah Nomor i2 Tahun 2Oi9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menterr
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentalg Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1). ta)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang terca-ntum pada Belanja
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar
Rp2.649.O44.5OO,OO;

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegatan dan
sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati
yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan da-lam RKPD serta
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan
efektifiras dalarn nenr-anaian sa<aran nrartrraryr lreoiatqn rlan srrh
kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai
ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir
D. 1 6.a.2).c).( r). (b) dan butir D. I 6.a.2).c).( f ). (c) Lampiran Peraturan
ivienteri Dalam Negeri Nonioi- 84 Tairun 2022 tentarig Peclomaii
Penyusunan APBD 'I'ahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang unhrk dijual/diserahkan
kepada masyarakat/ pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar
harga beli,/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada
masya.rakat/pihak ketiga/pihak lain ditarnbah belanja yang terkait
langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap
diserahkan.



2) Belanja Jasa semula sebesar Rpl14.371.28A.a27,OO berkurang
sebesar Rp7 .642.421.7q0,0t1 menjadi sehesar
Rp106.728.86'7.O37,OO atan l2,OOo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.5O7.162.189,OO yang antara lain diuraikan ke dalam
rincian objek:

a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp78.593.294.550,00
berkurang sebesar Rp9.196.420 44O,OO menjadi sebesar
Rp69.396.874. 110,00 atau 7,8Oo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. 162. 189,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam
sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar
Rp2.267 .9OO.0OO,O0 berlnrrang sebesar Rp 1 1 3. 1 OO. OOO, OO

menjadr sebesar Rp2. 154.800.000,00;

(2) Hcnorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
' Pelal<sana Kegiatal semula sebesar Rp4.766.85O.O00,00

berkurang sebesar Rp2.432.05O.OO0,00 men_iadi sebesar
I(pz,JJ+.ouu.uuu,uu;

(3) Honora::ium Penyuluhan atau Pendampingan semula
sebesar Rp32.40O.0OO,00 berkurang sebesar
Rp28.800.000, 00 menjadi sebesar Rp3. 600.OOO,O0;

(4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatal semuia sebesar
RpS.O97 .229.30000 bertambah sebesar Rp426.447 .255,OO

menjadi sebesar Rp5.523.676.555,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umr.m, dan
rr^-l:- I.,--^- t/t..^-.^..^l-^+ -^-.,1^ -^l.^-^-I r.t lllltlu.ttBctll rrra {, an ai,at

Rp 1.242.00O.0OO,O0 berkurang sebesar Rp 1 79.6OO.000, 00
menjadi sebesar Rp 1.O62.4OO.000,00;

(6) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan setresar RpS 1.000.000,00;

(7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar
Rp22.O23.649.750,00 bertambah sebesar
Rp47 1. 2 1 5.000,0O menjadi sebesar Rp22.494.a64. 750, 00 ;

(8) Belanja Jasa Tenaga Ahli semr.rla selresar
Rp1.557.33O.OOO,OO berkurang sebesar Rp34.333.OOO,OO

menjadi sebesar RpI.522.997 .000,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar
Rp 1.48O.40O.OOO,OO berkurang sebesar Rp43 1. 5OO.OOO,oO

menjadi sebesar Rp1.O48.9OO.OOO,OO;

(1O) Belalja Jasa Tenaga Supir semula sebesar
Rp 1. 738. 500.000,00 berkurang sebesar Rp 1 95.OOO.0OO, OO

menjadi sebesar Rp 1.543.5O0.000,00;

-72-
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( 1 1) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula
sebesar Rp222.42O.OOO,OO berkurang sebesar
Rp 1 27. 66O.OOO,OO menjadi sebesar Rp94.76C.OOO,OO ;

(12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula
sebesar Rp2.488.00O.000,O0 berkurang seSesar
Rp412.9O0.000,00 menjadi sebesar Rp2.075. f 0O.OOO,OO;

(13) Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlargganan semula
sebesar Rp2.060.199.400,00 berkurang sebesar
Rp332.675.000,00 menjadi sebesar Rp 1.7 27 .524.400, 00 ;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan elektivitas dalam pencaparan
sasaran program, kegiatan dan sr.rb kegiatan sesuai dengan
kebutuhan dan walrhr pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar
harga satuan yang ditetapkal oleh Bupati sesuai ketentuan
Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5l ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tenrang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaa;r jasa yang didasarkan pada pedirabangan bahwa
keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan
kontribusi nyata terhadap pencapaian kineq'a pelaksanaan sub
kegiatan. Penganggaran jasa sebagai irnbalan yang diberikan
kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara
spesifik I'uang dituangkan dalam perjanjian,/ penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak
lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon,
internet dal jasa-jasa lainnya sebagaimana malsud butir
D .16 .a.21 .cl.(2) . (a) Lampiran Peraturan Menteri Dalarrr iieger i
Noinor 84 Tahun 2O22 ten.tang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023.

b) llelanja lura:r Jaminan/Asuransi semula sebesar
Rp14.868.423.277,O0 bertambah sebesar Rp2. 131.679.3i0,00
menjadi sebesar Rp17.OOO. 1O2.587,OO atau 1,9lo/o dari total
belanja daerah sebesar Rp889.507.162.189,00, dianggarkan
dalam rangka mewujudkan Uniuersal Health Couerage (UHCI
bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
t(ahrrnatan t\lnqrrii rtenoan rn^nfa^t nelawanan .li

perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional
yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran
(PBI). Selanjutrrya, Perrerintah Kabupaten Mesuji wajib
melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan
J amlrial:i iiesefratarr ftasrorrai t+irla tersclerrggaiany a Jd-Iriiilatl
kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir
D.L6.a.2l.cl.(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyi-,sunan
APBD Tahun Anggaran 2023.
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Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji
tidak diperkenankan mengelola sendiri (sehagian atau
seluruhnya) Janninal Kesehatan Daeratrnya dengan manfaat
yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sg$aglan Jaminan
Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana
dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan
Merrteri Daiarrr Negcri iiorreor 84 Tair'rrii 2422 tert:ang Pedurirali
Penyustrnan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum
pada:

(i) Beianja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserra PBPU dan BP
Kelas 3 semula sebesar Rp 11.979.59O.OOO,00 bertambah
sebesar Rpl.588.265.000,00 menjadi sebesar
Rp 1s.567.855.o00,00;

(zi belilr.fja l(lli:tll .J ia[Ulritu t l\CSCIratall Ua8,r r\UIl AoIt sclllLlla
sebesar Rp23a.749.12O,OO berkurang sebesar
Rp83.a7 7 . l2O, OO menjadi sebesar Rp 1 54.872.OOO,OO;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminal Kesehatan,
rf-l^-;^ I"-^- I--:--^ V^^^l-l.qa^ V-;^ A-6 Elalani^ l,'-^-rjvrdiJd rrurJu, q.xr uLr.lrJu rurllr

Jaminan Kematian bagt peke{a/pegawai yang menerima
gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNPNSD) yang dipeke4'akan rrlelalui perjanjian kerja/ kontrak
sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko
kecelakaan kerja atau penyakrt a.nbat keqa berupa perawatan,
santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas
risiko kematian bukan akibat kecelakaan keda berupa santunan
kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
rrndangal. sehac-a.ima.na. ma.ksr-rd- br.rtir D. I6.a-.2! c!.(2).(hl..r.
D.t6.a.2l.cl.l2).(b).v,, D.t6.a.2l.cl.(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d),
dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Talrun Ar,ggaran 2023.

c) Penyediaan anggzrran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp 1 0.6 I 4. 1 14.00O,OO berkurang sebesar Rp7 66.2 | 6. 1 60,00
menjadi sebesar Rp9.447.897.840,00 atau 1,117o dari total
belanja daerah sebesar Rp889.507.162.189,OO yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula
sebesar Rp9.045.364.000,00 berkuralg sebesar
Rp34O.39 1. I 6O,0O menjadi sebesar Rp8.7 o,4.97 2.84O,OO;

(b) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

sernula sebesar Rp1.122.25O.000,00 berkurang sebesar
Rp33,C75.000,00 menjadi sebesar Rp I .O89. 1 75. 0OO,O0 ;
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(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp706,650.000,00 berlnrrarrg sebesar Rp65 I O0 o0o,oo
menjadi sebesar Rp641.55O.OOO,OO atau 0,O77o dari total
belanja daerah sebesar Rp889.5O7.162.189,OO yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Bangunar Gedung Tempat Pertemuan
semula sebesar Rp363.15O.0OO,00 bertambah sebesar
Rp63. 1 00.0OO,O0 menjadi sebesar Rp426.250.0O0,00;

(b) Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan semula sebesar Rp169.500.000,00
berkurang sebesar Rp 128.200.000,00 menjadi sebesar
Rp41.30O.000,00;

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula sebesar
Rp683.350.000,00 berkurang sebesar Rp146.125.000,00
menjadi sehesar Rp537.225.0O0,0O atau O,05% dari total
belanja daerah sebesar Rp389.5O7.162.149,00 yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Audio
Visual semula sebesar Rp559.750.00O,00 berkurang sebesar
phl c,A '17< nnn nn nariorli cal'acar p^Zn? 17q. nnn nn

dapat dianggarkan namun dalam pelaks.rna.rnnya disesuaikan
dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunuurn barang milik
daerah. Selanjutnya, apabila tiCak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan peiaksanaan kegiatan dimaksud
tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutal dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggararl
sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Pemerinta,h Nomor L2 Tahr-r-n 2OL9 tel.tanq Penqelolaarr
Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga
sesuai ketentuan Peraturan Pemerinta-h Nomor 27 Tahtur, 2Ol4
tentang Pengelolaal Baralg Milik Negara/ Daerah sebagaimana
telah diubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2O2O dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta
maksud butir D.i6.a.2i.cl.i2l.$l i,ampiran Peraturan Menieri
Dalarn Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentarrg Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2O23.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsr.rltansi Konstruksi semula sebesar
Rp4.35 1.88O. 5O0,OO bertarnbah sebesar Rp796.265. 5OO,OO

menjadi sebesar RpS.i48.146.000,00 atau 0,587o dari total
belanja daerah sebesan Rp889.507.162.149,00 yang antara
lain iaraantrrm noda.
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(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan
Arsifekfr tr-,Ia sa Desain Arsifektrrra! semrrla sehesar
Rp6.OOO.OOO,OO bertambah sebesar Rp94.OOO.OOO,00
menjadi sebesar Rp I 00.0O0.0OO,OO;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekedaal Teknik Sipil Air semula
sebesar Rp150.OOO.000,0O berkurang sebesar
Rp 1 50.O00.0O0,O0 menjadi sebesar RpO,OO;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil
Transportasi sebesar Rp550.OOO.O0O,0O;

(d) Belanja Jasa Konsultansi Perencalaan Penataan Ruang-
Pengembangan Pemadaatan Ruang sebesar
Rp300.000.000,00;

(e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekeq'aan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
semula sebesar Rp600.896.000,00 bertambah sebesar
RpO,O0 menjadi sebesar Rp6OO.896.OO0,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar
Rp2.379.450.000,00 berkurang sebesar Rp I 6 1.050.O00,OO
menjadi sebesar Rq2.2|8.4OO.OOO,OO atala O,25o/" dari total
belanja daerah sebesar Rp889.507.162.189,00 yang antara
iain tercantum pada:

(a) Beianja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-
Pengembargan Pertanian dan Perdesaan sebesar
Rp15O.000.O0O,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar
Rp650.000.000,00 bertambah sebesar Rp30O.O00.O00,00
menjadi sebesar Rp95O.OOO,O00,0O;

(c) Beianja Jasa Konsuitansi Berorientasi Layanan-Jasa
Khusus semula sebesar Rp 1.250.0O0.000,00 berkurang
sebesar Rp25O.OOO.OOO,OO menjadi sebesar
Rp1.0O0.OOO.OOO,0O;

dianggark'an nafilun <latarta peiaksanaannya i"eiap
memperhatikan aspek efektivitas, eflsiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasa-l 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan
aspek urgensi dan efelrtivitas hasil jasa konsultansi dimaksud
terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun
pelayanan kepada masyarakat.
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Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi
mengi}ortr konsep f,ll- costing atar-r nilai aset fetAfi veng
dianggarkan dalam belanja modal adalah seb€sar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembar:gunan aset sampai siap digunakan sesuai
ketentuan butir D. 1 6.a.2).c). (2).(d Lampiran Peraturan Menteri
Dalam N egeri Nomor 84 'lhhlJn 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp2.149. 726.500,00
berkurang sebesar Rp235.455.OOO,00 menja<ii sebesar
Rp1.9f 3.671.5OO,OO atau O,22o/o dari total beianja daerah
sebesar Rp889.507. 162.1a9,OO yang anta-ra lain tercantum pada:

(1) Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan semula sebesar
D-',t /tr< at-rE c l-\l\ ,11-\ L^-1-.---- -^l^^^- t)-1t:. t\o/\ /.\r\n ^6r\Pr-t,, tr.\Jr v.JviJ,iJt, r,,E;r Aur €ults, scrJcsal r\P -L (,.\-r<rrJ.\-r\r\,,tJU

menjadi sebesar Rp 1.059.296.5O0,00;

(2) Belanja Birnbingan Teknis semula sebesar
Rp 1.O3 1.OOO.OOO,OO berkurang sebesar Rp 198.OOO.OOO,OO

^^-,^a: ^^L^^-- D-Qrr nnl) rlrrrr rrrl-rrlr.IIJa\r, !t\-r-r\.sctl IUJ{J\-ra-r. v\rr-r. r-rrr\, r !/rr,

(3) Belanja Diklat Kepemirnpinan semula sebesar
Rp42.75O.0OO,OO berkurarg sebesar Rp21.3'Z5.O0O,OO
menjadi sebesar Rp2 1.375.OOO,OO.

r\^^^{ ,li^6-f^-1.^^ -^^,,^ A^l^^ ^-l-1.- ,.1;l^l-,1,^hUaPar \r^ar^65q u.I<urr P!rq^oq' tq(3 L,tJ a

secara selektif, efisiensi dan efektivitas pengguna€rn anggaran
daerah serta tertib anggar€rn dan administrasi dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,
muatan substansi, kompetensi narasumber, kua-litas advokasi
dan pelayanan penyeienggara serta manlaat yang akan dlperoleh
bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan
anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan
sebagaimana maksud butir D.f6,a.2).c).(2).(i).iii Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Neger-i Nomor 84 Tahun )Q22 tentalo
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan Ernggarzrn yang tercantum pada
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula sebesar
Rp2.278.22a.1C8,00 berkurang sebesar Rp278.464.000,00
menjadi sebesar RpL.999.764.1O8,OO, dapat dianggarkan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman
Ttrgas Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi dan
Dewan Perwakiian Rakyat Daerah KabupatenlKoia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2O18, Pembiayaan dan Pelaksanaan
Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian
Dalam Negeri Nomor 188.1/88O8/Sl tanggal 22 Oldober Tahun
2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
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Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.l6.a.2l.cl.(21.(1).ii
[,ampi1an Peratr.rran Menteri Dalam Negen Nomor R4 Tahrrn
2022 tentang Pedoman Penl'usunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihal, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus
dilalmkan sec€rra s€rngat selelrtif dengan mempertimbangkan
aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan
substansi, kompetensi n€rrasurrber. kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari
kehadiran ciaiam pen<ii<iikan dan peiatihan, bimbingan ieknis
atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggErran daerah.

Sehubungan dengan hal tcrsebut, Pemerintah Daeratr dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,
^^^:^I:^^-: -.-^-l^-L^- t^l-^t-^--^ ^^-:-^- ..:: 1-^--^a^-^: l^l^-5Lr.)lctrlsasr, t vl,\)ltuP, lrJlt'cLr1.€r-l J rr, ollllllr,a-l, uJr tr,(rrr.tPLLerr\>r ualallr

rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi
SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/
kabupaten/kota yang bersangxutan secara selektif sepanjang
terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya
serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap
memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularal
Corona l/irus Disease- 19 sesuai ketentuan butir
D. 16. a.2l.cl.(2). (i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
i.iomor 84 Tahul 2022 renrang Pecioman Penyusunal APBD
Tahun Anggarar 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease
r.) ,{: !-^-1-^-^: ^^-^t- l-^1.:1,,-^- l^- -^-^*r^^+^- .-,i--,.1^-:I, ur r,\.r vaaan <rol,r-A ALrlrLruP<Lr uarr Prrrr<urraaLarr LLtururuail

informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan
seperti konsultasi, rapat, perrdidikan darl pelatihan, birnbingan
teknis, sosialisasi, uorkstu;p, lokakarya, seminar, uji kompetensi
dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan
kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat
dilaksanakan secara uirtual maupun hybrid sesuai ketentuan
butir D. 16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentartg Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2O23.

3)Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp9.768.993.5OO,0O
bertambah sebesar Rp7.660.474.250,00 menjadi sebesar
Rp17.429.467.750,00 atatu 1,960/o dari total belanja daerah sebesar
Rp889.5O7.162.149.OO yang antara lain diuraikan ke da-lam rincran
objek:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar
Rp4.132.38O.5OO,OO berkurang sebesar Rp2O7.205.35O,0O
menjadi sebesar Rp3.925.175. 15O,OO atau O,44o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp889.5O7. i62.i89,O4 yang aniara iain
diuraikan ke dalam sub rincian objek:
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(1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu
Alat Bant:u l,ainnya semrrla setresar Rp1.58O.690 ooo,Oo
bertambah sebes€rr Rp342.991.15O,OO menjadi sebesar
1.923.68 1. 150,OO;

(2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula
sebesar Rpl.14O.60O.000,00 berkurang sebesar
Rp64.955.0OO,O0 menjadi sebesar Rp 1. O75. 645. 0O0, 0O;

(3) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer
Unit Lainnya semula sebesar Rp54.6OO.OOO,O0 berkurang
sebesar Rp 1. 3OO.OOO,OO menjadi sebesar Rp53. 3OO. OOO, OO ;

(4)Belalja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-
Peralatan Komputer Lainnya semula sebesar
Rp35O.17O.OOO,0O berkurang sebesar Rp116.18O.OOO,OO
menjadi sebesar Rp233.99O.OO0,OO;

b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp4.666.6 13.0O0,OO bertambah sebesar Rp7.a57.729.600,00
menjadi sebesar RpL2.524.342.60O,00 ata'u l,4lVo dari total
beianja ciaerah sebesar Rp889.507. i62.i89,OO yang antara iarn
tercantum pada:

( 1 ) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunal Gedung Kantor semula sebesar
Rp i.63O.OE3.OOO,OO berkurarrg sebcsar Rp295.439. O0O,OO

menjadi sebesar Rp 1.334.644.OO0,OO;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula
-^l-^-^- Cr-, .\alc r\r.lr.t alrtr| rtrt L^*^*l^^l- ..^h^^^er\Pr. \r.4v. !rvv.

Rp8.06 1.353.500,00 menjadi sebesar Rp1 1.086.353.500,C0;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangtrnan Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terrrpat Keda Lainnya
carnr r'lo cehacar PnO OO herfornhah celrpqar FnOO 6OO 1 nO On

menjadi sebesar Rp92.60O. 1OO,OO;

(4) Belanja Pemeliharaan Bangun€rn Gedung-Bangunan Gedung
Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum semula sebesar
Rp 1 1. 53O.OOO,OO berkurang sebesar Rp785. OOO,OO menjadi
sebesar RplO.745.OOO,OO;

c) Belarrja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Rp97O.OOO.OOO,OO atau O, 11olo dari total belanja daeratr sebesar
RnRRQ 5O7 l6? l Rq OO wanq antara lein ter.Anfr rrn nrdA'

(1) Belanja Pemeliharaal Bangunan Air-Bangunan Air lrigasi-
Bangunan Pembawa Irigasi Lainnya sebesar
Rp27O.OOO.OOO,OO;

(2) Belanja Perrreliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-
Jaringan Air Minum Lainnya sebesar Rp7OO.OOO.OO0,OO;
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Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggzrr€rn dan
disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada rnasing-masing
kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa
pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang, sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 46 ayat
(1 ) rlan ayat (21 Perafuran Pemerintah Nomor )-7 Tahtn 2O1 4
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagarmana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O

dan Peraturan l\{enteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
D. 16.a.2).ci.(3i Larnptr'an Per aiu;ari ivlerrter i Daiarrr lieger i iiuriior
84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penl,usunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

a) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp45.280. f 26.000,00
herkrrranq sehesar Pnl ?67 qqO OOO OO rneniadi sehesar
Rp43.412.136.000,00 atau 4,887o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507. r 62. 189,00.

Selanjutnya, Belanja Pe{alanan Dinas Dalam Negeri antara lain
diuraikan ke dalam. sub rincian objek:
( I ) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar

Rp43.522. i86.000,00 berkurang sebesar Rp 1.596.890.000,00
menjadi sebesar Rrt 1.925.29 6.OO0,OO;

(2) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula
--L^-^- o^1 '7 <'1 0,,r n nnn nn ,---L,,.-^-- --r---^-vvrAqr<!r5

Rp2 78. 1 2 O. OOO, OO menjadi sebesar Rp 1.47 9 .a2O.OOO, OO ;

harus dirasionalkan dengan memperhatikal aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaa-n
anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dirnaksud daiarrr Pasa.l 3 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan
untuk hal-hd yang mempunyai prioritas tinggi dan penting,
dilakukal secara selektif, memperhatikan frekuensi, iumlah hari
dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi
kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara
transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar satuafi biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan scsuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan, dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O

tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor .53 Tahun 2023 dan butir
D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.
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Penyediaan anggararl pada belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota digunakan untuk menganggarkan perlalanan dinas
dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilal<sanakan di
dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai
seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang
dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota
Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dtnasnya
ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butlr
D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Ansoaran 2o23

Selanjutnya, penyediaan anggarzm pada belanja perjalanan dinas
paket meeting luar kota digunakan untuk menganggarkan
perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang
dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara
cian dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara,
serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan
biaya perjalanarr dinas yang ditanggung oleh Pemerintatr Daerah
peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.21.c1.(4). (a).v Lampiran
Peratrtran Menteri f)alam Negen Nnmor- 84 Tahrrn 2022 renrano
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023-

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja pe!'alanan
dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yalrg bersifat
urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten
Mesuji, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara
Pernerintah Kabupaten Mesuji dengan pihak luar negeri dan dalam
pelaksanaannya juga harus berpedoman kepada Instruksi Presiden
Nomor 1 1 Tahun 2005 tentang Per,ialanan Dinas Ke Luar Negeri dan
Peraturan Menteri Daiam liegeri Nomor 29 Tahun 20 i 6 Leniang
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Lrrar Negeri Begi Aparatur Sipil
Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
r-\^t^- -^--1,^ -^-^^-^l- 

+^-i^r:---^ 
--..1^--- 

/-rr'\I rtr\ ,.-l l;rJarcrrlr ranrB.lr,a rlrErr\-(-Barr tLrJalrurld l,ErrLrrardrr

Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menunda
pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang
bersifat urgent sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Neger i
Nomor 099/6937 /SJ tanggal 6 Desember 2O2I tentang Imbauan
Menunda Perjalanan ke Luar Negen.

Selain itu, penyediaan alokasi aiggaian perjalanan dinas pada:

a) Sekretariat Daera-h semula sebesal Rp3.098.704.O00,00
bertambah sebesar Rp99.619.O00,00 menjadi sebesar
Rp3.198.323.OOO,OO atau 9,75 "/" dali total belanja pada
Sekretariat Daerah sebesar Rp42.7 5a. 552. 99 1, OO ;

b) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp12.649.180.000,00
bertambah sebesar Rp1.617.585.000,0O menjadi sebesar
Rp1,4.266.765.0OO,OO atau 33,37o/o dari total belanja pada
Sekretariat DPRD sebesar Rp42.7 58.522. 99 1, OO;
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Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatufan dan kewajaral serta penghemafan penggr-rnaan
zrngg€rr€rn dan disesuaikan dengan kebutuhal nyata pada masing-
masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

Peraturan Pemerintai Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana
tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2O23 sesuai
,.1--^^- l.-"'----^^- D---;-+^1. l1^l- "*^r-- [r--";; ,l-- /^+^,,qurl6lla rtquqP(rrLrr rvrlouJa uurr/ u(uq

dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan
normal baru, produktif dan aman COWD-19 di berbagai aspek
kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi
dan penganggaran trelanja wajib dalam rangka penang€u1an dampak
infl asi sesuai keten tuarr peraturair pertirrdang- undangarr.

5) Belalja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat semula sebesar Rp440.63 1.000,00
bertambah sebesar Rp1.352.113.500,00 menjadi sebesar
Pn t 7OO '7AL <ni AA o+ar r i 1^o/^ Ao; tntol halario .|6Aroh cahaaor.\1.L.t 2-.

Rp889.507.162.189,00 yang hanya diuraikan ke daiam rincian objek
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak
Lain/ Masyarakat sebesar Rp33 1.4O5.OO0,OO yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
sebesar Rp28'I.OUU.UUO,00 dapat dianggarkan ciaengan
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematal penggunaan anggaran
dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Talrun 2Ol9 teflta.ng Pengelola-a.n Ker-rangan Da.erah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggar€rn tersebut hanya untuk
pemberial hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat,
penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan
tanah miiik Pemerintah l)aerah untuk pelaksanaan pembangunan
proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasicnal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yarrg penggunaannya
su-Ll_a_h cl_itentgkan sesllaj ketentr_ra.n br.r.tir D 16 a 2) c) (5) (a)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Peny'usunan APBD Tahun An ggaran 2023.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

I I Penoqnooaran Ralania Llihqh sern,rla schcsqr Pn?? OR6 476 4O) OO

berkurang sebesar Rp255.OO4.32O,OO menjadi sebesar
Rp31.831.472.O82,OO atau 3,58%0 dari total belarja daerah
sebesar Rp889.507.162.189,00 yarrg diuraikan ke dalam rincian
objek belanja:
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a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar
Rp900.000.000,00 hertamhah sehesar Rp1.5.696.322.180,OO
menjadi sebesar Rp16.596.322.18O,OO yang hanya diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanjar Hibah Uang kepada Pemerintal-r
Pusat sebesar Rp15.779.929. 180,00 yang tercantum pada Sub
Kegiatan Pela-ksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Buciaya Politik, Peningkatan l)emokrasi, t asrhtasl
Kelembagaan Pemerintalmn, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah;

b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
sebesar Rp3O.940.31 1.5OO,OO berkurang sebese.r
Rp18.821.486.500,00 menjadi sebesar Rp12.118.825.00O,OO
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian ob_iek belan_ia:

(1) Belanja Hibah kepada Badan darr Lembaga yang tsersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peratural Perundang-Undangan semula sebesar
Rp24.762-3L1.500,00 berkurang sebesar
Rp I 8.3'l 1.486. 5OOO0 menjadi sebesar Rp t 0.390.825.ut'to, g6t

Yang diurarkar ke dalam sub rinciaa objek Belanja Hibah
Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan
Pemndang-Llndangan;

(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp525.00O.0O0,OO, yang diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan lembaga
Niriaba, Sukarela dan Sosial yang l'elah Mernilii<r Surat
Keterangan Terdaftar sebesar Rp52 5. 000. 000, 00;

(3) Belanja Hibah kepada Badan dan lrmbaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar
Rp 1.5O3.OO0.0OO,OO berkurang sebesar Rp3OO.0O0.00O,00
menjadi sebesar Rp1.203.000.OOO,O0 yang diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan
dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan sebesar Rpi.203.000.000.00:

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik
sebesar Rp246 - 164.902,00.

2) Bantuan Sosial semula sebesar Rp1.860.000.00O,00 atau O,2lo/o

dari total belania daerah sebesar Rp889.507.162.189,O0 yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial
kepada individu semula sebesar Rp I .860. 000.000,00.
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4. Belanja Modal

Fenyediaal aRgg,ar arr Bcianja ivtodai scr-uuia
sebesar Rp | 18.206.7 7 4.897,OO bertambah sebesar Rp5.860.849. O90, 00
menjadi sebesar RpI24.O67.623,987,00 atau 13,957r, dan total belanja
daerah sebesar Rp889.5O7. f 62, l 89,OO agar penganggaran diprioritaskan
untuk pembangunarr dan pengembangzrn sarana dan prasarzrna vang
terkait langsung dengan peningkatan peLayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daera-h, sesuai ketentuan butir D.16.b. Lampiran
PeraLuran Mentcri Da-lam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap darr aset lainrrya yang
memenuhi kriteria mempunyai masa manfaa t lebih daxi 72 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahal daerah, melewati batas
minimar kapitaiisasi assel, berwujud, biaya peroiehan aset tetap ciapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi
normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk
digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keualgan Daerah. sebagaimana maksud
butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Larnpiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang rnilik da.erah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhar. pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan
kebutuhar barang milik daerah merupakal salah satu dasar bagi OPD
,..1^l^m hahmr6rrlah ^ah,,a,li^^- ^-^-^-^- ,,-+,,1. l,-l-,,r,.L^- L,--^-- 

-ilik,ur G.,b rrr

daerah yang baru (new initiatiue) dan angka dasar (ba.selinei serta
penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang rnilik daerah dimaksud berpedoman pada
standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan
standar kebutuhan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah sebagairr,.ana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2O2O dan Pasal 20 Feratural Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahrrn 2O16 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi'lik
Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) I"a.mpiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahur:. 2022 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak,
perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontral< akhir tidak melebihi tO% (sepuluh persen) dari harga yang
tercantum dalam Kontrak awal, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2)
Peratrrran Presiden Nomor 16 Tahrln 2O1A tentang Pensadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahwn 2O2I.
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Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Beianja iviociai Pcralatzur tiirn iviesirr serr.ruia sebesar
Rp2rJ.722.236.785,O0 bertambah sebesar Rp7.144.a37.553,00
menjadi sebesar Rp27.467.O74.338,OO yang diuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar RpO,OO bertambah
sebesar Rp2.868.O0O,0O menja<ii sebesar Rp2.868.00O,00 atau
0,0003% dari total belanja daerah sebesar Rp889.507.162.189,00.

2) Belanja Modal Alat Angi<utan semula sebesar Rp453.575.O00,00
bertambah sebesar Rp712.367.8O0,00 menjadi sebesar
Rpl.\65.942.8OO,OO atau O,l3ozt dari total belarga daerah svbcsar'
Rp889.5O7.162.189,OO yang diuraikan ke dalam objek:

(1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar
Rp16o.o00.000,o0;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar
Rp79.942.800,00;

(3) Belanja Modal Kendaraal Bermotor Khusus sebesar
Rp680.oo.oOO,oO;

3) Belanja Modal Alat Pertanian semula sebesar Rp1.561.OOO,O0
bertambah sebesar Rp2.492.5O0,00 menjadi sebesar
Rp4.O53.5OO,O0 atau 0,00% dari total belalja daerah sebesar
Rp889.507. 162. 189,00;

4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar
Rp8.143.483.12O,OO bertambah sebesar Rp737.651.38O,O0
menjadi sebesar Rp8.881.i34.500,00 atau 1,00% dari total belanja
daerah sebesar Rp889.5O7. 162.1a9,OO yang diuraikan ke dalam
-;-^;^- ^1-;-l-.r rr r!^dr1 vvJUA.

a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp44.110.000,00
berkurang sebesar Rp25.620.000,00 meniadi sebesar
Rp18.49O.O0O,CO;

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar
Rp7 .244.63a.520,00 bertambah sebesar Rp 1.2 1 5.496.880,00
menjadi sebesar Rp8.460. 135.40O,0O;

5) Belanja Modal Alat Shtdio, Komunikasi, dan Perl ancar semuia
sebesar Rpa92.483.500,00 berkurang sebesar Rp 102.387.500,00
menjadi sebesar Rp39O.O96.OOO,OO atau O,O4% dari total belanja
daerah sebesar Rp889.5O7.162.189,00 yang antara lain di,rraikan
ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Alat Sfudio semula sebesar Rp476.448.5OO,00
berkurang sebesar Rp115.767.500,OO menjadi sebesar
Rp360.68 i.000,00

b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar
Rp16.O35.OOO,OO berkurang sebesar Rp9.8OO,OOO,OO menjadi
sebesar Rp4.900.OOO,OO yang diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone.
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6) Belanja Modal Komputer semula sebesal Rp2.O19.53O.75O,OO
trerktrra rg setresar Rp687 192.1 7O,OO menjadi sehesar
Rp1.332.338.580,00 atau 0,1570 dari total belanja daerah sebesar
Rp889.5O7.162.189,OO yang diuraikan l:e dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar
Rp1.16O.166.500,00 berkurang sebesar Rp375.086.500,00
menjadi sebesar Rp785.080.O00,0O.

b) Belanja Moda,l Peralatan Komputer semula sebesar
Rp859.364.250,00 berkurang sebesar Rp312.1O5.670,OO
menjadi sebesar Rp547.258.580,00.

b. Belan;a Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar
Rp26.7 42.7 O3. 1 1 2,O0 berkurang sebesar Rp822.O7 1.453,00 menjadi
sebesar Rp25.920.631.659,00 atau 2,9Lo/o dari total belanja daerah
sebesar Rp889.507.162.189,00 yang antara lain diuraikan ke dalam
objek Belanja Modal Bangunal Geciung yang antara lam ctrurarkan ke
dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
semula sebesar Rp26.742.7O3.112,00 berkurang sebesar
Rp822.07 1.453,OO menjadi sebesar Rp25.920.63 1.659,0O Selanjutnya,
Relania Modal Banc'rrnan Gedrrnq Ternnat K c,ria qntara lain ditrraikan- __-f _'_

ke dalam sub rincian objek:

(1) Betanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar
Rp1.937.791.910,00;

(21 Releniq l\rlndaI Rqnsrrn*n (-lcdrrrro Ternnat Penriidilran set esar
Rp 13.841.8OO.65O,OO;

(3) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar
Rp105.070.000,00.

c. Relanja Modal ,lalan, .laingan, dan Irigasi semrrla sehesar
Rp67.800.546.8O0,O0 berkurang sebesar Rp3.503.754.260,00
menjadi sebesar Rp64.296.792.540,00 atau 7,23Yo dari total belanja
daerah sebesar Rp889.5O7.162.L89,00 yang diuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar
Rp65.521.813. lOO,OO berkurang sebesar Rp2.a21.722.860,OO
menjadi sebesar Rp62.7O0.O90.24O,OO atau 7,O5o/o dari total
belanja daerah sebesar Rp889.5O7. 162.L89,OO yang diuraikan
pada rincian objek:

a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp6l . 198.44O .24O,OO;

b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp1.501.650.000,00;

2) Belanja Modal Instalasi semula scbesar RpO,OO bertambah sebesar
pna(O OOA nnn On .rpniarli cphasar FnRSO OOal nOO OO.)farr o l OUr.ervv 1..e.-J99]

dari total belanja daerah sebesar Rp889.507.162.I49,OO;



J

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp2.947.288.2OO,OO
herfanltr2]l sehesar Rp.3.f-ta 1.8-37.2.5O,0O rnenjndi sehesar
Rp5.983.125.45O,OO atau 0,670/o dari total belanja daerah sebesar
Rp889,5O7.162.189,OO yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal
Bahan Perpustakaan dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap
dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat
lebih dari l'2 (dua belasf buian, digunakan <iaiam kegratan
pemerintahan daerah, dan batas nainimal kapitalisasi aset sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji, sesuai ketentuan Pasal 64
Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kerrangan l)aera h

Selanjutnya, penyediaan anggaralt yang tercantum pada:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar
Rp3.336.697.065,0O bertambah sebesar Rp1.941.364.215,OO
menjadi sebesar Rp5.278.O61.280,O0;

b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar
Rp I .7O I . 523. 225,OO berkurang sebesar Rp6.523.225,00 menjadi
sebesar Rp 1.695.OOO.0O0,O0.

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat
Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang
kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan
operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan
t-^-^t.- 

-^^..^-^r-,,+.\LlJcrlra rlrdoyar <rrr a r.

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran €rnggar€rn atas beban
APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembali.rn atas keiebihtrn pembayarem atas penerimaarn daerah
tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut
antara lain dalam rangka penanganan COWD-L9 dan dampa}nya serta
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Pengprunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 lentang Pedoman Penyusunan
4 PRF) Tahrrn Anss'aran 2O23-

Penyediaan anggar€rn Belanja Tidak Terduga semula sebesar
Rp 1. 600.000.000,00 bertambah sehesar Rp5. 1 07.944. 508,00 menjadi
sebesar Rp6.7O7.944.5O8,OO atau O,75%o dari tota-l belanja daerah
sebesar Rp889.5O7.162.1a9,OO dapat dianggarkan dengan dihitung
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi'falrurr Anggaran
2022 d:,n kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yarrg sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengamh pemerintah
daerah, serta amanat peraturan perundang-undangarr, sesuai ketentuan
Pa-sa,l 68 rLalr. Pa.sa] 69 Pera.ttrat Pemer-inta-h Nomor 12 Ta.hr,rn 2O1a

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

-87-
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Belanja Transfer

Penyediaan €rnggarErn Beianja Transfer semuia sebesar
Rp 1 45. 288.983.206, OO bertambah sebesar Rp4O2.222. |S4,OO menjadi
sebesar Rp 145.691.2O5.4OO,OO atau 16,387o dari total belanja daerah
sebesar Rp889. 507. 1 62. 189,00 yang diuraikan pada:

ia. tseianja tsagi Hasii semuia sebeszrr Rp3.534.458.O06,OO berkurang
sebesar Rp122.777 .aO6,OO menjadi sebesar Rp3.4l 1.680.200,00
atau 0,387o dari total belanja daerah sebesar Rp889.5O7. 162.lag,OO
yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:

i) Beiar-rja Bagi Hasii Pajrik Daerah Kepada Pcrricr iritalrierr
Kabupaten / Kota dan Desa semula sebesar Rp2. 63 1. 28 1. 1 80,00
bertambah sebesar Rp33-288-82O,OO menjadi sebesar
Rp2.664.57O.0OO,OO atau O,1O7o dari total pendapatan pajal<
daerah sebesar Rp26.645.7OO.000,00;

telah memenuhi alokasi Ernggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar
LOo/o (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43'l'aJlun 2O14 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang-
undartg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2Ol9 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam NerreTj NOmOr 84 Tahv-n )O2) fenfencl Pednrnan
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota Kepada
Pemerintahan Desa semula sebesar Rp9O3.176.826,OO
berkurang scbesar Rp156.066.626,00 meniadi sebesar
Rp747.110.2O0,O0 atau 0,10% dari total pendapatan retribusi
daerah sebesar Rp7 .47 l -|O2.OOO,OO;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit
sebesar IOyo (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah,
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang
Desa sebagaimana teiah ciiubah beberapa i<aii terai<hir ciengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan butir D. 16.d.2).a).(8| La mpiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggarar. 2023.
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b. Beianja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp 141.754.525.200,00
hertambah sehesar Rp525.0oo 000,00 menjadi sehesar
Rp142.279.525.20O,OO atau 16,OO7o dari total belanja daerah sebesar
Rp889.5O7.162.189,OO yang diuraikan antara Iain ke dalam rincian
objek yaitu:

1) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar
Rp145.OOO.OOO,0O atau O,O2o/o dari total belanja daerah sebesar
Rp889.507. i62.789,OO1,

2l Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/ Kota kepada Desa semula sebesar
Rp141.609.525.200,00 bertambah sebesar Rp525.000.000,00
menjadi sebesar Rp142.L34.525.2O0,0O atau 15,987o dari total
belanja daerah sebesar Rp889. 507. 1 62. 1 89,OO.

dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfa at bagi pemberi dan/atau penerima
bantuan keuangal sesuai dengan kemampuan keuangan daeralt
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan
rrraii}. rlon narnarintahan nilihan <ar+a alnlr-asi h.r,la-i., .,.,-,,

diwajibkan oleh peraturarr perundang-undalgan, kecua-li
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan
prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS
yang menuruang pencapaian Priontas Pembangunan Naslonal
Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan/atau dalaru rangka pemenuhan alokasi
belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman
COWD-I9 di berbagzu aspek kehidrrpan, haik aspek pemenntahan,
kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanla wajib dalam
rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran
kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungiawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam
peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja
Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir
D.i6.d.2).b) Lampiran Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2O23, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t- t-, ^t:: ^l-^- n^_L:^-.^^- h^^-^t-\.. l\(juu€uralr r Lrrrr-rlajdtau.r uaala!t

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp66.334.O4 1,957,OO
berkurang sebesar RpL7.016.244.974,OO menjadi sebesar
Rp49.317.796.983,00 dirrnci sebagaimana terca-ntum dalam Tabel 18 sebagai
Frarilzr r t.



llabel 18

Pembiayaan Daerah

Perubalar APBD Tahun Anggar'an 2022
(Rp)

Target Pcrubahan
APBD Tahun

AnaaaIan 2023
(Rp)

Scli8ih TarSet
Pcrubahan APBI)
Tahun AngSaraI
2023 dan Tara.t

APBD Talun
AruSeran 2023

(Rp)

96 dari Selisih
Target

Perubahan
APBD Tahun

AngSsuan
2023 dan

Targct APBD
Tahun

Anggaian
2023

P/4

n/o dari
Taryet
APBI)
Tahun

AnggE an
2023 dan
Rcalisasi
gcmcatcr
I APBD
Tahun

AngSaran
2023

t:yot

APBD Tahun An8Saran 2023
(Rp)

\;

Targel

66.838.888.,123,O0

71.538.888.423,C0

71.538.488.423,00 71.538.a88.423,00

I 500.000.000,00

l .50c.000,000,00

3.200.000.000,00

652

'larget lealiBa6i ScmcBter I

66,334.041.957,O0 49.3I7.796.983.00

66.J34.04L957,O0 49,317.796.983,00

66.334.C41-9s7,00 49.317.796.9a3.O0

I 9-8-5

49,317.796.983,00 117 .Ot6.244.974,nO)

49.317.796.983,O0 117 .At6.244.974,t)Ol

49.317.796.983,00 lt7 .ot6.244 ,97 4,00],

PENERIMAAN
PEMBIAYAAN

Ska L.bih
Perhilungan
AnSgaran Tahun
Scbclumnya

-25,6ova lO0.OOo/.

o,000/,

0,00%

o,ooo/"
Pcnycrtaen Modal
Daerah

P€mbentukan Dana
CadanSan

100.00%

0,00%

Kcmbali Pemb€rxm
Pinjaman Daerai

PENOELUARAN
PEMBIAYAAN 4.700.000.000,00

r.500.000.000,o0

4-3:2 11-6:8

70.038.888.4?3 00

3 7-6:5

74,35vo 100,00%

10-9:s

"25,6so/o

71.538.888.423,00 74,35v" 100,0096-25,65o/o

7 4,354/o

0,000/. 0,oo%

to4,7996

100,00%

too,oo%

0,oo9.

31,91,'/. 0,00% 0,oo%

0,00%0,00,/.

0,00"/. 0,000.,i, o,oo%

l

PEMBIAYAAN
DAERAH
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Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkal dalam Perubahan APBD harus
merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD
merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar
Rp66.334.04 1.957,00 berkurang sebesar RplT .O | 6.244.97 4,OO menjadi
sebesar Rpa9.3 17 .'7 96.983,00. Penerimaal pembiayaan tersebur terdiri
dari Sisa Iebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar
Rp66.334.O4 1.957,00 berkurang sebesar Rp 77 .O I 6.244.97 4,OO menjadi
sebesar Rp49.3I7.796,983,00 atau 5,547o dari totai belanja daerah
sebesar Rp889.507. 162. 189,00.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN PERUBAHAN RI'NCANA KERJA PEMERIN,IAH DAERA}i (P,RKPI
SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

l. Jumlah program dan kegiatan dalanr P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta
Rancangan Peraturan Daerah diuraikan cialam Tabei 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran

2023 dan Rancangan Peraturan Bupati dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
lebih rendah daripada P-RKPD.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancalgan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No Keterangan P RKPD
Jurnlah Alokasi
Angga,ran (Rp) P PPAS

Jumlah Alokasi
Anggaran (Rp) P RAPBD

Jumlah Alokasi
Anggaran (Rp)

l Juelah

Rp874.361.655.576

t94

Rp877.a39.588.806

t94

Rp889.507. 162.189
2 JumLah

K€ giatan
532

kefiatan
532

kegiatan
532

kegiatan

3
Jumlah Sub
Kegiatan

1.513
sub
kegiatan

1.513
sub
keciatan

1.513 sub
kegiatarl
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Tahun Anggarar 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana
rliamanafkan rialam Pasal 3 I O l-Inrlang-tJndang Nomor 23 Tahttn 2o14
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, PemerintahKabupaten Mesuji harus mengupayakan konsistensi
pada setiap tatrapan perencanaan €rnggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-

KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tenta-ng Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 sesuai
amanat Pasal 265 ayat (3), Pasai 3lO Undang-Undang Nomor 23 TaJtwn 2Ol4
tentang Pernerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
Lerakhir ciengan Un<iang-Undang iiomor 5 Tahun 2423, Pasai 17 ayaL (2j
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keualgarr Negara, Pasa-l 23
ayat (4) Peraturan Pemerintah I,{omor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencala
Pembangunan Jangka Menengah Daeratr. dan Pasal 23 ayat (21. Pasal 89
ayat (1) dan Pasal 9O ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9
tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunal Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Ralcangan
Peraturan Daeralr tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencaner Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

K.ESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN tsELAI.iJA DAER{H TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA
PF'MB.4NGUI{4.N DA^EF-A^H TIIIUN 2023-2025

Kesesuaian prog5am dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
sesuai ketentuan l,ampiran VII Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Mesuji
tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggar€rn, yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Daerah sebesar Rp752.831.33O.057,0O sedangkan yang
tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp889.5O7. 162. 189;

2. iumiah program yaug tercantrrm ciaiam Rencana Pembangunar Daerah
Tahun 2023-2026 sejumlah 198 program sedangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2O23 sejurnlah 194 program.

D^-l-^:+^- )^----:a. r-r--^.-:-.^Ltr^L---^t^- )a^^..:: ^-^- *^*-^-L^t:l-^--Lrcl ActltaLll LrEIrB,cur rL(I, r clllcl ttltctlltL<tlrtlP<tt(;lt rvrcDujr c[tsau utEll-aPcr r lctLll\ar l l.

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daeral. setiap tahun dapat
dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
tAn,+amo--n"--clzrr+tulal'cohaan --i^-i+aaA,:arq}rAonAttl.',-,'-,.rjvrrj urttru ! r..vr rlqv

terhadap prioritas nasional.
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2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada
hasil pengendalian evaluas'i RKPD sampai dengan tnwulen II, hasil fasilitnsi
Rancangan Akhir RKPD 2O23 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program
mempertimbangkan pencapaial target akhir Indikator Kinerja Utarna (lKU)
dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Mesuji 'lahun 2U23-
2026.

V. REKOMENDASI

PemerintahKabupaten Mesuji dalam men5rusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan
kebijakan dan teknis penJrusunan Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah,
jrrga berpedoman kepada antara lain:

A. Dalam pen)rusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APtsD.
agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19 tentang Klasifikasi,
Kofl efi ka si. r]an Nnrnenklal-'-g. Perencan221r Pernhancnrn an da n l{er ra n cra n

Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 202 1

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Pcrencanaan Penibangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
9(]0.1.1.5.5-13I7 'lahun 202J serta ciilaksanakan secara elektronlk melalul
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah, sebagaimalra dimaksud pada butir F. 1.a Lampiran Peraturan
Menteri ljalam Neoeri NOmOr 84 Ta.htln 2Q)2 lFni2ns Pedornan Penvrrsrrnan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahal Daerah, sebagainrana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (21,

Pasal 89 ayat (l) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 20i 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengenciaiian cian
Eva-luasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
PeruLrahan Rencana Pembangr,rnan ,Iangka Panjang l)aerah, Rencrna
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.
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C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024. Pemeintah Kabupaten Mesqji menyediakan pendanaan kegiatan
pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai
beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang
bersumber dari furggar-an Pendapatau dan Beianja Daet'ali, sebagainiaiia
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2O2O dan
Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri Nomor: 900.I.9.I/5252/53 tanggal 29
September Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Grrbernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahwr. 2024.

D. Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun Rancangan Peratural
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O23 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai
ciengan ketentuan peraturan peruntiang-unciangan, untuk seianjutnya
PemerintahKabupaten Mesuji agar berpedcman pada tahapan dan jadwal
proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir
F. 1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalz.m Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera-h
Tahun Anggaran 2023.

E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidall tercantum da-lam P-RKPD
dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan
dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang r--renunjang
pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2O23 sesuai dengan
kewenangan PemerintahKabupaten Mesuji dan/ atau dalam ralgka
pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru,
pruuu^Lu uitrr it-llli1ll \-\) v tt)- t:, ui rrcr uaBial 4spcA lclllLlupdlr, rJ.t1r1. ds]Jctr
pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib
dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebiiakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS

disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama,
PemerintahKa bupaten Mesuji ciapat menyesuaikal prograrn. kegiatar cian
sub kegiatan baru.

F. Terdapat selisih lebih penganggarzln Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

sebesar Rp 15.776. 181.53O,OO, Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mesuji
harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13O

Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Talrun Anggaran 2O23 sebesar Rp23.7 90. 6 59. OOO, OO.
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G. Terdapat perbedaan pagu anggaran belanja di 30 OPD pada dokumen
Rancangan Peratrrran f)aerah dengan dokr,rmen PPAS. Peonmhahnn ntnrr
pengurangan pagu dapat dilakukan apabila terdapat keadaan darurat
termasuk belanj a untuk keperluan mendesak sesuai ketentuan Pasal 94
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Apabila tidak memenuhi keadaan darurat termasuk belanja untuk
keperiuan menciesak, maka pagu anggaran OPD dirnaksuci <iikembalrkan
pada pagu P-PPAS dal selisih lebih anggaran dialihkan untuk mendanai
mandatory spending yalg belum terpenutri serta Kegiatan dan Sub Kegiatan
prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang
menr rnjang pencapaian Pri,rritas Pembang;na:r Kabr.lpaten, ployjnsi. r'lan

Kabupaten Tabun 2O23 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten
Mesuji.

H. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebesar
Rp72.501.823.64, untuk itu PemerintahKabupaten Mesuji harus
menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 1'ahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sos:al Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jamrnan Sosial sebagarmana telah dluba-fr dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 20 l8 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Reprrblik Indonesia Nomor 64 Tahun )O2O. Peratura-n Menteri Da.la.m Negerr
Nomor 70 Tahun 2O2O tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi
Peke{a Penerima llpah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan ketentuan
butir D.16.a.1)j).(5) Lampiranr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2O22 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

I. Terdapat selisih kurang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
sebesar Rp26.3 18.683,57, Agar dianggarkan dengan berpedomar-r kepada
pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipii Negara sebagaimana telah ciiubah <iengan Peratura-n Pemerintah ir,iomor
66 Tahun 2Ol7 d,an ketentuan butir D. 16.a. I )j).(6) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggann 2023.

J. Terdapat selisih lebih Beianja Iuran .iarninan Kematian ASi.i
sebesar Rp493.526.908,54 Agar dianggarkan dengan berpedoman kepada
pasal 22 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah r\omor 70 Tahun 20 15 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2077 dan ketentuan butir D.16.a.1)j).(6) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 teotang Pedoman Peny'usunan
APBD Tahun Anggaran 2023.
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K. Sekretariat DPRD
1. Sub Kegiatan Pendalaman T\rgas DPRD semula

sebesar Rp864.256.000,00 bertambah sebesar Rp204.8O6.O00,00
menjadi sebesar Rp 1.069.O62.OOO,OO
Dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun
anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah
provinsi paling banyak :O7o (lima puluh persenl dan jumlah keglatan
dalam 1 (satu) tahun alggaran, sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2Ol7 tentatg Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewal Perwakilan Ralcyat Daerah Provinsi dan Dewan
Penvakilan Rakvat Daerah Kntttrnaten lKola s.r'hagaimann telah dirrhah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018,
Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada
Surat Mendagri Nomor 188.f/88O8/SJ Tang*al 22 Oktober 2O18 Perihal
Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
pedoman Pen5msunan Tata Tbrtib Dewan Perwakrlan Raryat Daerah
Prornnsi, Katrrrpaten, dan Kota -

2. Sub Kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD semula
sebesar RpS.11 1.339.920,00 bertambatr sebesar Rp2.783.O42.O0O,0O
menjadi sebesar Rp7.894.38 1.92O,OO
Agar diprioritaskan dalam rangka peningkalan kineda dalam
pembahasan rancangan peratur€rn daerah Tahun 2023, mengingat
comnoi AFnrcn c,oot ini parnadrrr4h V .rl-rrtnqran lrpcr rii han , ,mpnct-nlzqn

3 (tiga) r€rnc€rngan peraturan daerah dan masih terdapat beberapa
rancang€rn peraturan daerah yang tercantum dalam Program Peraturan
Daerah Tahun 2O22 yang belum selesaj pembahasannya sebanya-k 19
(sembilan belas) rancangan peraturan daerah.

L. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturarr Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaral
Perubahal APBD semula sebesar Rp159.144.OOO,OO bertambah sebesar
9^1 a.lA nnn nn 'na-;^t; --L-s6- 9^1 AO Cr'79 nnn nn1\yv. uu ururrl4ur r\P r va.

Penambahan belanja pada sub kegiatan tersebut agar dialihkan untuk
mendanai program dal kegiatan yang lebih prioritas sesuai ketentuan Pasal
124 Peral:uran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang
meiakukan tindakan yang beraidbat pengehraran atas lJeban APBD apabrila
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia.

M. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Alggaran
Pendapatan <ian Belanja Daerah Ta}.un Anggaran 2023 aan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

i. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
]trr rA n A rlrr A t r ,f\ rt t tr rlt ,r tr,/'\/.\]tD/ttr .t/\.'arlrrrlj-aaf-.!. rf!.ll lJf!..tl lJlrrl1tlrj-41 lJ-alljl\Jal I lftlMl flll\.Ir.r.all\-alll ZVZJ

1. Konsideran Menimbang huruf a disempurnakan menjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-
Undalg 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 202.1 <lan Pasal 177 Peraturan Pemeriotah Nomor 12 Tahrrn
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

2. Konsiderans Mengingat :

a. angka 5 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:rbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undalg-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke4'a
Nienjacii Undarrg-Undang (Lembaran Negara Republik incionesia
Tahun 2O23 Nomor 238, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

b. angka 6 dan 10 dihapus.

c. angka 8 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2O23 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ilembaran li€gara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683).

d. angka 12 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 teniang Hak Keuangan dan AdmilislraLif Pimpinan tia-rr
Anggota DPRD (Lembarall Negara Republik Indonesia Tahtn2O77
Nomor 1O6, Tambahan Lembaran Negata Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 i.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

e. angka 15 diubah menjadi Peraturan Presiclen Nomor 33 'l'ahun
2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2O23
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 112)n

f. angka 38 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor O5O-5889 Tahun 2O2l tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutal<hiran Ilasifrkasi, Kodehkasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembalgunan Dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nornor 9O0.i.i5.5-i3i7 Tahun 2O23;

g. tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang
Pertanggungiawabatr Pelaksa-naal Anggtuarr Pendapatal dau
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22.
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Dengan adanya perubahan dasar hukum, pencantumannya agar
rlisesua ika n den gan h ierarki peraf r lran penrndang-r.r ndan gan .

3. Diktum Memperhatikan dihapus.

4. Diktum Menetapkan diubah menjadi :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DA.N BELANJA DAEFAH

TAHUN ANGGARAN 2023.
Jenis dan nama yang terca-ntum dalam judul Peraturan Daerah
dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Kabupaten
Mesuji, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri
dengan tanda baca titik sesuai ketcntuan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peratural Perundang-Ur,dangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022.

5. Batang Tubuh :

a. Pengacuan Pasal 3 huruf b pada Pasal 4 ayat (3) diubah menjadi
Pasal 3 huruf c.

b. Pasal lO diubah menjadi 
; , ,^rasian rlJ

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam larnpiran -vang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari peraturar daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Keiompok cian
jenis pendapatal, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut
Urusal Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, ^lJrun, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, Can Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan
Kesesuaian Menurut Urusan
Pemerintahan l)aerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan
Beserta Indikator Dan Target
Kinerjanya;
Rekapitulasi Perubahan Belalja
Daerah Untuk Keselarasan Dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengel olaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahal Beianja Uniuk
Pemenuhan SPM;

5. Lampiran V

6. Larrrpir-an VI



7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan Perubahan APBD:

8. I-ampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD
dan Perubahan PPAS Dengan
Rancangan Perubahal APBD;

f . i.ampiran iX : Sinkronisasi Frogram Frioritas Dan
Kegiatan Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

1O. Lampiran X : Sinkronisasi Major Project Dengan
Dukungan Program Prioritas Daerah;

11. Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

12. Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Perryertaan Modal Daerah dan

Investasi Daerah Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan
Aset Lain Lain;

I 5. I-ampiran X\l : Daftar Keglatan Sr.rb Kegiatan lafrrrn
Jamak (multi years);

16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan;
17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84'fahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahurr P,nggaran 2023.

c. Pasal 12 diubah rrenjadi :

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Mesuji.

d. Lembar Penetapan, kata tanggal diubah menjadi frasa pada tanggal.

e. lembar Pengundangan, frase Pada tanggal diketik menggunakan
hurui kecil sehingga menjadi frasa pada tanggal.

6. Lampira;r :

a. t ampiran I tempat dan tanggal penandatanganan rancangan
peraturan daerah pada pojok kanan bawah halaman terakhir lampiran
dihapus.
Iampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. Lampiran ll agar dicantumkan kolom bertambah/ (berkurang) dalam
bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%) sesuai lampiran Peratural
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tenlang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Lampiran III :

1) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
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KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

2) Format kolom-kolom lampiral agar disesuaikan dengan ketentuan
lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3) Pada kolom dasar hukurr,, cantumkan dasar hukum
nan,h.hl:n /herra'-'.h.h.n lzeeiqran Aor c, tl-! lza;arah /.ldcor

hukum perubahan/ penambahan target dal indikator pada
kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum
perubaharl/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9
Tohrr,l On, 1 tq^t-rdTdld /-aro E'.,-1,.--.; pa6^a6d-6 Dara+,rr-- n---^r.

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahal Anggaral Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala l)aerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Lampiran IV judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN
BELAN.'A DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
Dr\<iriD,Tr ,r rt\irrry a.nr-\DU|-rr)l.it\lrl IrllJtl\ra I \-'l\ rJ-atll lfal\\rrJi ir\ l-t\ f/I\Urar r 1rA-

e. Lampiran IX, judul diubah menjadi SINKRONISASI PROGRAM
PRIORITAS DAN KEGI-ATAN PRIORITAS NASIONAL DENGAN
PROGRAM PRIORITAS DAERAH.

f. Tamt'ahkan lampiran X baru yaitu SINKRONISASI MAJOR PROJECT
l-,Dr\( uttt I lJ (J t\ lJ t\ u rt r\ rl((Ju r(Atvt r t(tt-, t(l I /L) l r,f\c- la.r 11

g. Lampiran X diubah menjadi Lampiran XI.

h. Lampiran XI diubah menjadi Lampiran XII.

i. Lampiran XII diubah menjadi Lampiran XIII.
; I --^;-^- Vtrr,.l;,,t-^L ---:^t; r ^--:-^- rar\r
J, ldrrpuarr rrrwr{q\rr k.uarl/ .rrr ,lu L

k. Lampiran XIV dihapus.

l. Tambahkan Lampiran XV baru yaitu DAFTAR SUB KEGIATAN TAIIUN
JAMAK (MULTI YEARS).

m. Lampiran XV diubah menjadi Lampiran XVI.

n. Lampiran XW diubah menjadi t"ampiran XWI.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2O22 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatal dan
Belanja Daeratr Tahun Anggarar, 2o23 dan amanat Pasal 1O hasil
korcksi pada r turcturgau peraturern daer ah.

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERURAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
1. Konsiderans Menirnbang diubah rr'.enjadi :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji Nomor ..... Tahun 2023 Ler,talg Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan

l.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
setragai la.ndasan oprasional pela ksana annya;.

2. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada
rancang€rn peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Batang'Iubuh :

a. Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran Perubahan APBD
yang ciikiasifrkasi menurut keiompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub
rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Pcnjabaran Pcruba-han,\PBD mcnurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiataa, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek,
dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran hibah;

o I ^ --:-^ - II!,arrrP afr r!

3. Lampiral III

4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran bantuan sosial;

5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran bantuan keuangan bersifat
umum dan bersifat khusus;

Daftar nama penerima, alamat penerima,
dan besaran belanja bagi hasil;

Rincian dana otonomi khusus menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
prograrn, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jems, objek, dan rincian objek
dan sub rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek, dan sub rincial objek
pendapatan, belanja dan pembiayaar;

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Daerah provinsi/ kabupaten/ kota pada
daerah perbatasan dalam rancangan
Perda tentang APBD dan rancangan

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

a. Lampiran VIII

9. Lampiran X
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8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambaugan Minyak
Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/tambahan DBH-Miny'ak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan
-i-^:^- ^t-:^1. t^- ^..1- -;-^i^- ^L:^l-r lllLlctlt \Jr-rJLr\, \-rar r o\.rl.J r rrr\,r<r,rr v(,JuA
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Daerah provinsi/ kabupaten/ kota pada
rlaorah nerhafasan dqlarn re.r,car,gar,
Perda tentang APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD dengan
program prioritas perbatasan Negara;

Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada
penjabaran APBD yang disajikan
berdasarkan sumber dana;

Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi
per FKTP;

Daftar alokasi anggaran Dana BOS per
sekolah;

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

1 1. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampirarr XIII Formulir komitmen Pemerintah Daerah
menganggarkan barang dan jasa serta
belanja modal berupa Produk Dalam
Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23.

b. Lembar penetapan, frase Pada tanggal diketik menggunakan huruf
kecil sehingga menjadi frase pada tanggal.

4. [.ampiran :

a. Lampiran I :

1) Judul lampiran diubah menjadi RINGKASAN PENJABARAN
PERUB-AJ{AN APBD YANG DIKI,ASIFIKASI MENURUT
KELOMT'OK, JENIS, OEUEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUIJ
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.

2) Lampiran I tempat dan tanggal penandatanganan r€rnc€rngurn
peraturan bupati pada pojok kanan bawah halaman terakhir
lampiran dihapus.

lampiran selanjutnya menyesuaikan.

b. l,ampiran II :

Kolom penjelasan, agar mencantumkan :
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a) dasar hukum pendapatan.
b) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar

hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus
dan/ atau sudah diarahkan pengguna€rnnya, dan sumber
pendanaan sub kegiatan.

c) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2A2O l.errtang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

O. Lampiran III.A dan III.b diubah menjadi Lampiran III dan
penulisan Lampiran III pada pojok kanan atas halaman pertama
cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

P. l,ampiran tV.A dan l,ampiran tV.B diubah menjadi Lampiran IV
dan penulisan Lampiran IV pada pojok kanan atas halaman
pertama cukup dicantumkan pada halaman pertErma lampiran.

Q. Lampiran V.A dan l,ampiran V.B diubah menjadi l,ampiran V dan
penulisan Lampiran V pada pojok kanan atas halaman pertama
cukup dicantumkan pada halaman pertama lampiran.

R. Tambahkan 4 (empat) lampiran baru, yaitu Lampiran X, Lampiran
XI, Lampiran XII dan Lampiran XII. sesuai ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dan amanat Pasal 3 hasil koreksi pada rancangan
peraturan bupati.

M. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI


